.- Hubungan antara. partisipasi dan stabilitas adalah suaty persoalan (issug)
yang menentukan, kompleks, kontroversial dan menetap dalam kehidupan
politik Indonesia, Oleh sebab itu hubungan ini sering dibicarakan, baik secara
langsung maupun.tidak langsung, baik olch para pendukung maupun kritisi.
rezim. Orde Baru. Menurut para kritisi kurangnya partisipasi. massa yang

efektif dalam pemilihan pimpinan_nasional, dan_dalam_seleksj, perencanaan

dan Implementasi kebijaksanaan-kebijaksanaen pembangunan nasional, telah
cenderung mengasingkan elit pengambil keputusan dari rakyat banyak, sceara
politik maupun ekonomi. Para pendukung rezim. di lain pihak menekankan
akibat-akibat destruktif (yang dapat merusak) keterlibatan rakyat tak terbatas
dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, sambil mengakui bahwa
partisipasi massa yang efektif dibatasi di Indonesia, para pendukung pemerin-
teh menandaskan bahwa situasi itu dianggap perlu berdasarkan maha penting-
nya pertimbangan-pertimbangan stabilitas nasional. Pemerintah melihat pera-
nannya sebagai peranan mengembangkan ketahanan nasional, vang biasanya
diungkapkan. dengan kata-kata keamanan militer, ‘perkembangan ekonomi,
persatuan dan solidaritas nasional dan perasaan akan maksud nasional Indo-
nesia. Selain itu dia merasa bahwa bangsa hanya dapat mencapai_tujuan-
tujuan itu dalam suatu lingkungan politik yang ditandai stabilitas dan kon-
tinuitas. Dengan demikian Dpartisipasi massa dilihat sebagai suatu kemewah-
an” .yang kini tidak mungkin bagi Indonesia, baik karena pada dasarnya
memecah-belah dan secara demikian mengganggu kestabilan maupun karena
dilihat sebagai menyelewengkan energi dan sumber-sumber daya nasional dari
tugas menentukan untuk membangun ketahanan nasional, .

#Akan tetapi maksud karangan ini bukanlah mendukung posisi pemérintah
meﬁgeﬂai'isy’u:partisipasi ataupun posisi para kritisi pemeriniah. Tetapi seke-
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dar‘menjajagi secara terperinci dimensi-dimensi institusional dan sikap utama
dari partisipasi politik dan stabilitas di Indonesia dewasa ini. Pendekatannya
adalah deskriptif, teoretis dan historis, dan akan menggunakan gagasan-
gagasan dan istilah-istilah analitis vang diambil dari kepustakaan Politik
Komparatif atau Perbandingan Politik mengenai perkembangan politik, khu-
susnya gagasan “'negara birokratis”’ (bureaucratic polity). Harapan kami pen-
dekatan serupa itu dapat membahas dan menggunakan ciri-ciri politik penting
yang dimiliki Indonesia bersama-sama dengan negara-negara berkembang
iain, namun tetap sensitif terhadap banyak segi politik Indonesia vang
sungguh-sungguh unik. Di bagian terakhir anzlisa kami akan disajikan
kesimpulan-kesimpulan yang sangat meraba-raba sifatnya.

NEGARA BIROKRATIS

~ Dalam kepustakaan Perbandingan Politik, Indonesia sering dikategorikan
sebagai suatu ’negara birokratis’’.! Istilah ini mengandung seperangkat sifat
rezim yang berkaitan satu sama lain dan cukup baik dibatasi, yang biasanya
ditmgkapkan dalam bentuk tipis ideal. Bagi maksud kita di sini, yang paling
penting dari sifat-sifat itu jalah: pemusatan "status keanggotazan’ politik seja-
ti, dan secara demikian pemusatan kekuasaan politik efektif, di tangan elic
pe_rkdgéan vang relatif kecil; peranan luas yang dimainkan birokrasi militer
dan/atan sipil, bukan saja dalam administrasi tetapi juga dalam pengambilan
keputusan; menonjolnya loyalitas-loyalitas kepada orang-orang atas lembaga-
lembaga; arti terbatas ideologi sebagai fokus debat politik,; organisasi dan tin-
dakan; demarkasi yang kadang-kadang kurang jelas antara fungsi-fungsi pe-
merintah vang umum dan privat; tiadanya sistem peranam, tingkah laku,
ideologi dan lembaga vang memungkinkan bukan pejabat untuk secara teratur
memeriksa, menilai dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik resmi
dan pembatasan-pembatasan kenyataan resmi:> suatu keengganan di pihak
rezim untuk menggunakan taktik-taktik mobilisasi massa atau untuk melan-
carkan suatu kampanye berlanjut yang disruptif melawan elit-elit dan nilai-
nilai tradisional; suatu tekanan yang berat dan sering berhasil atas pertum-
buhan ekonomi mantap yang ferutama menggunakan modal swasta (baik a-
sing maupun nasional) tetapi dengan sedikit perencanaan negara; dan sudah
barang tentu suatu partisipasi politik yang sangat dibatasi, di mana tiada
bidang politik’”’ yang berarti selain *’bidang resmi”’, dan secara demikian

Istilah "'negara birokratis’ (bureaucratic polity) erat berkaitan dengan karya-karya Fred
Riggs. Khususnya lihat bukunya Thaifand: The Aodernization of o Bureaucratic Polity
(Honolulu, East-West Center Press, 1966).

2Terminolegi khusus ini, dan banyak istilah serta konsep yang digunakan dalam karangzan ini
e aes a o aoam ey x el g e neaan (e Palitil Universitas California di
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-ssdzk;t_ _peiuang bagi kepemmgan-kepentmgan dan tmtuza’x tuntuian untuk.’n_ o

KIipsi: mu secara <ampurna tetapi apa%iah desknps; 1tu E}grozrna daiam' o
ari: ﬂenyeluruh “dalam ‘menjelaskan pengertiankita ‘mengenai rezim nu K
Dalam hal Indonesia, kami merasa bahwa pengertian negara birokratis ini . -
dak hanva berguna, tetapi mutlak perlu jika kite ingin mengerti bagaimana
isi 31~si:ab1htas cowk dengan poia menyeiuruh hubungan-_-
h‘ubungan ez;m masyarakat ’indonesza . :

.- Oleh karena 1tn manlab ‘kua memblcamkam oerbagal ciri -”negara_f_-
blro ratls” itu sejauh berlak :_'bag; indones&a te[apl dengan mempezhatxkan:'
dua hal: Pertama, sepem telah dzseﬂut}\an di dunla yang nyaia tiada apa yang:
disebut negara birokrafis yang ”serﬂpuma”, segl masing-masing rezim
masmg masmg hanya dapat mendekan bmbagaat cm t1pe ash negara bIrokraL

Kedua (dan hal iimaha peni‘mo bagi sarjana: sarjana Barat untuk meng
nahsa pohmk bangsa—banﬁsa bukan Barat), rezim-rezim hanya dapat dlpelaj,__ /
ri'secara yang bermaniaat Iepas dari masyarakat-masyarakat mercka. Yaitu;
kejadian-kejadian politik tidak terjadi dalam suatu kekosongan, tetapi dikoh-
disikan’ kerangi;a sejarah dan preferens;—preferenm kebudayaan ‘Oleh sebab:’.'
itu pada saat se;arah tertentu manapun blasanya ierdapat suafs hubungan dia-_
lektis antara iembaga—lembaga politik dan’ ”kebudayaan po};tlk” Dan seperti
akan kita lihat, hubungan ini khususnya penting daiam suaty ”negam bxro«?
kratis’”’ sepe:m Indonesia; “di mana 1embaga~lembaga pohnk memang meng-
zmgkapkan dan memperkuafi nilai-nilai budaya Indmnesm kunci terteniu Poh—*‘
tik selalu’ mengandung suatu dimensi sxkap maupun tmgkah iaku, dan seorang g
analis harus sadar bahwa faktor-fakior obyektif dan subyektif ini secara me-:j_
netap terjalin untuk menciptakan suatu *’sistem’’ politik menyelurah yang
hanya dapat dimengerti jika dilihat sebagai keseluruhan.

KOMSENTRASI KEKUASAAN..POLITIKDI INDONESEA. ST

Dengan menerima huahﬁkam kuaiif;kasz ini, klia dapat menﬁatakan
bahwa inr.ia}nes&a mmungukkan cirk- cm yan perlu untuk dlgategorikan seba—
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keanggotaan sungguh-sungguh dalam bidang pengambilan keputusan dalam
kenyataan terpusat dalam suatu kelompok relatif kecil anggota elit militer dan
sipil. William Liddle telah menggambarkan penduduk Indonesia dewasa ini:
yang secara politik relevan ini sebagai mencakup suatu ’susunan politik dua
tingkatf’: '

y Pada t;ngkat pertama terdapat anggota-anggota ¢hit primer, yang dibatasi sebagai oraag-
“-grang vang kini di pusat kekuasaan atau dalam kedudukan-kedudukan dari mana mereka da‘
“pat mienginginkan pusai. Di tingkat kedus terdapat orang-orang vang tidak menentukai poli-
o tik: dasar-atau memilih personal kunci namun memiliki sumbez-sumber daya politik dengan

mana mereka dapat mempengarihi hasil perebutan-perebutan kekuasaan daiam elit primer

TR -

" Lagi pula, setiap penyebaran kekuasaan yang berarti atau perluasan status
keanggotaan politik sejati sangat tidak mungkin mengingat pengekangan-
pengekangan kerangka negara birokrat. Sudah barang tentu terjadi perubah-
an-perubahan dalam susunan elit, dan orang-orang maupun kelompok-
kelompok menanjak dan jatuh, tetapi perubahan-perubahan itu secara
struktural tidak mengubah rezim. Mayoritas penduduk tetap di luar bidang
kegiatan pohuk :eguler dan kekuasaan politik yang efekrif.

Suatu akibat sampingan pembagian kekuasaan yang timpang ini ialah
bahwa tuntutan-tuntutan rakyat akan berbagai alokasi pemerintah biasanya
dirumuskan tidak dari luar lingkungan tetapi dari dalam, yaitu dari tingkat
kedua” Liddle, Bahkan jika pemerintah dikecam mengenai hal-hal seperti
pembagian pendapatan, korupsi dan politik investasi asing, perdebatannya
jarang melintasi batas-batas politik *antar elit”’. Dan jika suatu kelompok
dari luar kalangan elit berkesil mengerahkan dukungan massa sekitar suatu
isyn tertentu, hasil lazimnya bukanlah tercapainya dan penggunaan kekuasaan
politik nyata oleh kelompok itu, tetapi pemasukan (atau ”pemmakzm’’)2
pemimpin-pemimpin  kelompok dalam lingkungan elit. 3 Komposisi elit
sebenarnya mengalami perubahan-perubahan periodik, tetapi perubahan-
perubahan personal itu sama sekali tidak merupakan suatu penyvimpangan
dari pola mapan keanggotaan politik dan kekuasaan politik dalam negara
birokratis.

'R. William Liddle, “’Indonesia 1977: The New Order’s Second Parliamentary Election,”
dalam Asian Survey, Pebreari 1978, hal. 175-176.

Ystilah "penjinakan” (domestication} dibenstuk oleh Donald Hindley. Lihat tulisannya
»*President Sukarno and the Communists: The Politics of Domestication,” dalam The American
Political Scignce Review, Desember 1962, hal. 915-926.

Iarl D, Jackson, '*The Political Implications of Structure and Culture in Indonesia,” dalam
¥arl T Yaslcar dan T ucian W Dus od  Palitical Patver ana o ioatinne i Inrdonoeia
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Akhzrnya harus: dikatakan bahwa meningkatnya’ kegiatan- politik - rakyat
sepan;ang tahun 1978, khususnya di pihak mahasiswa-mahasiswa yang secara .’
terang-terangan mengecam pembagian kekuasaan sekarang ini, memmbulkan‘_ :
pertanyaan ‘yang ‘menentukan tentang hari depan kekuasaan politik di dn=.
doesia. Khususnya apakah kritik itu merupakan suaty - serangan terhadap- _
seluruh dasar struktural kekuasaan negara birokratis, ataukah sekedar bera; o
: munculnya suatw'generasi baru calon-calon anggota elit *’tingkat kedua”’ yang*?_' o
- Imencaris bagzan kekuasaan mereka daiam strukmr yang ada Sep o

dikemukakan oleh KarI Jackson " DR :

Klm belum jela§ apakah sengitnya kecaman mahasiswa ity befsumber pada kenyataan bahwaf'f
merekaiuntuk, sebugian dijauhkan dari-sistem karena tidak mampu mendapatkan kedudukan—:
kedudukan birokrasi yang sesuai dengan status terdidik mereka ataukah bersumber pada-pe-
nolakan sistem generasi tua secara total.!

Apapun kebenarannya se;auh ini t1ada mdikasx yang meyakinkan bahw_a
akan terjad1 perluasan kekuasaan politik efektlf di 1uar kelompok elit yan
reiatxf keczl yang dlsebutkan oieh Liddle.

DIMENSI-DIMENS] KEANGGOTAAN POLITIK DI IN'J:J'ONE"siA

Te etapi atas dasar apa status eht dan_secara, demlk;an Juga kekuasaan_
politik yang nyata atau potensxai diperluas atau ditarik dan berbagai orang,
atau keiompok dalam masyarakat? Keanggotaan dalam kenyataan politik de_
fakto .(yaitu.. daiam elit yang mengambil keputusan dan mempengaruhi.
keputusan) memang terbatas pada kelompok-kelompok status tertentu vang
dibatasi oleh rezim, tetapi menurut kriteria mana? Pendeknya, siapa biasanya.
memasuki kekuasaan politik, mengapa dan bagaimana? Sifat khusus
manakah harus dimiliki seorang atau sekelompok untuk mendapatkan status
keanggotaan poimk sejati dalam negara Indonesia? S

Pertama«tama adalah Jeias bahwa keanggoiaan pohtlk sejati tldak bergan{
tung pada pemxllkan sifat-sifat keagamaan atau linguistik tertentu. Artinya,
Indonesia bukaniah suatu negara etnis. Orang dapat mempunyai keanggotaan
dalam kekuasaan politik tanpa memiliki suatu status primordial tertentu, dan:
sebaliknya juga tiada status primordial tertentu vang menjamin keanggotaan
dalam kekuasaan politik. Ini tidaklah berarti bahwa agama, ras; daerah,
bahasa dan sebagainya bukan isyu- isyu politik yang penting di Indonesia, juga
tidak berarti bahwa isvu "'negara etnis’’ tidak ditentang dengan sengit di masa
lampau. Tetapi kriterium yang menentukan bagi keanggotaan politik di In-
donesia kini bukanlah etnis. ‘.
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:Bahwa Indonesia akan menjadi negara - ’sekuler”’ ditetapkan pada-akhir
1950 -an dengan kekalahan final ;pemberontakan PREI (atau " Fulau-pulan
Luar)?) dan gerakan Dar’ul Islam. Pemberontakan PRRI adalah anti Jawa,:
anti komunis, anti Soekarno dan anti sekuler dan dj,p}mpm oleh perwira-
perwira militer konservatif dan-anggota Masyumi, partai politik Jsiam:
“modernis’’-yang. dilarang- oleh Soekarno. Dar’ul Islam adalah: suaip
pemberontakan religins yang raison. d’etre-nya adalah pembentukan "Megara,
Islam?? Indonesia, suatu;negara. di-‘mana status keanggotaan politik sakan,
bergantung pada pemilikan sifat-sifat keagamaan tertentu. Tetapl mavoritas.
besar di kalangan militer tetap loyal terhadap *"nasionalisme sekuler’” Soekayr-
no.{atau paling tidak terhadap pribadi Sockarno}, dan. Presiden  seumur
hldup/}’anghma Tertinggi: Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Reveius;
mampu membentuk Demokrasi Terpimpin nada tahun 1938, 3

. Tetapi hampir semua orang Indonesia paling tidak secara nominal adalah
Musllm dan tetap terdapat pe;bedaan pendapat pem;ng tentang pahnk_
iceagamaan pemerintah (baik di bawah Soekarno maupun Soeharto) di pxhak'
bagian penduduk vang Muslim saleh, para saniri. Dan kenyataannya
perbedaan- perbedaan religius antara para seafri yang lebih konservatif dan
kaum abcmgan _yang lebih sinkretis dan pro Soekarno adalah salah satu sebab
penting mengapa pértarungan pohtlk tahun 1965-1966 mencapai tingkat keke-
rasan yang begitu dahsyat, Dalam banyak segi, pertempuran itu mendapat wa-
tak Jihad melawan apa yang dilihat sebapai **ateisme’” PXT. Lagi pula, Islam
selalu diakui secara resmi Sebagai salah satu asas dasar dan kekuatan rohani
pembimbmg bangsa Indonesia vang penting; baik dalam Nasakom, usaha_
sintese’nasionalisme, agama, dan komunisme maupun dalam kampanye mo-
ralitas; hldup sederhana cian moderasi yang secara berkala daiancarkan rezxm'
sekarang ml j :

“*Tetapi soal yang menentukan dalam memahami peranan agama dalam 'ke-
hidupan politik Indonesia modern ialah bahwa karena berbagai alasan' (baik
intern maupun ekstern), partai-pariai politik Islam tak pernah mampu
menghadapi secara efektif kekuasaan sekuler rezim.? Lagi pula segi politik In-
donesia tetap komstan se}ama periode kemerdekaan Indonesia. Jadi islam'
dibera arti pentang sebagal suatu kekuatan spiritual dan kebudayaan, tetapi
d;cegah merumuskan suatu altemanf vxs; po!:!zk mengenal apakah seharusnya

IUntek analisa mendalam mengenat soal santri-abangan lihat karya ilasik Chfford Geertz
The Re[:gmn af Java (New York, The Free Press, 1960),

"Lxhat Allan AL Samson, ”Rehglous RBelief and Pohticai Action in Indonesian Islamic Moder-
nism,’" dalam R, William Liddle, ed., Political Participation in Modern Indonesia (New Haven;
Yale University, Southeast Asia Studies Monograph 19, 1973); lihat juga tulisannya **Conceptions
af Palitice Powwesr and Idealnoy in O antarmmnrary Indanecian Telam 7 dafam ol T Tacloman ol
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“bangsa®' Indonesia-itu.: Babkan. pertumpahan darah menyusul percobaan
kudeta’ Gestapubukanlah penggunaan kekuasaan politik untuk menunja.ng _
suatu tujuan-keagamaan..Justru lawannya adalah benar. Kaum militer anti .
komunis: ‘menggunakan: daya tarik ‘keagamaan : Islam-untuk mengerahkan
massa rakyat ke tujuan vang selalu dilihatnya sebagai sekuler: penghancuran
?KI sebaﬂm suatu kekuatan polmk samgan.

“Dengan. demmlan agama- t;dak mers_pakan kntenum bagi rezim: untuk e
menyetujui - atan mienolak anggota-anggota -potensial kekuagasn -politik
efektifs "Demlklanpun sifat-sifat primordial-lain seperti rds, daerah, bahasa
dari“sebagainya’ tidak “cukup untuk menerangkan dimensi-dimensi stafus
keanggataan pohtlk di Indomsza dewasa ini. Memang, perbedaan~perbed3311
pritnordial serupa itu seperti-Jawa lawan Mon Jawa dan Cina lawan pribumi
cenderung untuk - mempersulit proses integrasi ‘nasional Indonesia. Tetapi
adalah’berlebihan dan tak ‘masuk akal untuk mengisyaratkan bahwa semua
ordng’‘dengan satu- afiliasi primordial memiliki status keanggotaan politik
sedangkan $einua orang afiliasi primordia! lain‘tidak boleh memilikinya seper-
ti halnya diIsracl: Kenyataannya terdapat orang Cina, Batak, Minangkabau
dan lain-lain "dalam elit politik Indonesia, bersama-sama dengan orang-orang
Jawa Musiim yang sangat banyak: Dan oleh sebab keanggotaan dalam kekia-
saan politik Tndonesia secara demikian tidak bergantung pada keanggotaan
dalam suain kelompok primordial tertentu, Indonesia bukanlah suatu “’nega-
ra etnls

Indonesm Juga ndak dapat dlsebu‘i suatu ”rezxm moblhsasx” atan ”negara
pelopor®;: Artinya, status: keanggotaan politik di Indonesia tidak bergantung
pada pengakuan rezim akan sifat-sifat karismatis dan pelopor calon.! Istilah
Ynegara pelopor’’ mengisyaratkan suatu rezim yang bertekad untuk melaksa-
nakan-suatw transformasi radikal dan cepat masyarakat sesuai.dengan pola
khususnya. Dengan perkataan lain, di dalamnva terkandung rasa  wisi
karismatis, urgensi revolusioner, 'tugas historis”. Itulah halnya dengan
sistent-sistemn komunis, di mana partai komunis kenyataannya diberi status ke-
anggotaan eksiklusif, dengan organisasi-organisasi politik lain sebagai korban,
akibat.-persepsi peranan pelopornya dalam mengubah ‘masyarakat sesuai
deng&n w}uan fujuan, s‘irategimstrategx dan 1s;ieoleg1—1deoiog1 pimpinan rezim.

Tetapl ini pasi: bukan halnya dengan Indonesza kml Pemermtab mung-
kin aktif memajukan pertumbuban ekonomi sesual dengan suatu strategi pem-
bangunan tertentu, tetapi strategi ini dengan sengaja menghindari ide pelopor
transformasi revolusioner. Salah satu unsur Jkunci rr”*gara birokratis ialah

: 2Llhat Kenneth Jowitt, Revolutronary Ereakthmugks and Narronal Development; hhat juga
karan gannya ''An Organizational Approach to the Study of Political Cultural in Marxist-Leninist
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bahwa rezim tidak bersedia melancarkan suatu kampanye massa yang bersi-
nambungan - dan disruptif terhadap lembaga-lembaga yang ada. Dengan
demikian, strategi pembangunan pimpinan Orde Baru secara sadar berusaha
memperkecil disrupsi sosial yang secara tak terhmdarkan menyertai proses
modernisasi,} . . L

Dan bahkan Soekarno, yvang jelas bermain mata dengan Partai Komunis
Indonesia pada. awal 1960-an, tak. pernah:secara serius memeluk gagasan
“'negara pelopor’’. Dia tak pernah mengerahkan kehidupan politik Indonesia
sekitar suatu organisasi revolusioner vang bertekad untuk melaksanakan suatu
transformasi mendasar masyarakat Indonesia dengan penghancuran sengaja
dan sistematis - elit, pranata-pranata dan nilai-nilai tradisional. Komitmen
Soekarno pada “’sosialisme’’ sebagian besar adalah simbolis, dan lebih sering
mengambil bentuk isyarat-igyarat hubungan masyarakat besar dan retorika
populis daripada tindakan-tindakan politik penting. Dia mengambil suatu
*'sikap nasionalis radikal” dalam hubungan luar negeri, dan secara konsisten
serta sengit menyerang apa vang dilihatnya sebagai pemerasan neo-kolonial
Dunia Ketiga oleh negara-negara kapitalis maju (demikianlah konfrontasi an-
tara ""Nefo’” -dan *’Nekolim’’). Tetapi dia tidak memberi angin kepada
pergulatan kelas dalam negeri. Dan dia tidak pernah menciptakan suatu partai
revolusioner berdisiplin yang berkat *’tugas historisnya yang perlu®’ diberi
momnopoli efektif atas urusan-urusan politik bangsa. o

Dengan demikian Soekarno tidak memberikan atau menolak status keang-
gotaan politik atas dasar persepsi >'sifat-sifat pelopor karismatis’ suatu
organisasi, dan dia juga tidak bisa, mengingat watak birokratis politik elit In-
donesia yang secara tradisional adalah non-ideologis dan tangan ABRI yang
mengekang. Soekarno juga tidak mempunyai kekuasaan atau kecenderungan
uniul memberikan kepada PKi status keanggotaan eksklusif dalam negara In~
donesza

© Jika akses pada kekuasaan politik Indonesia tidak bergantung pada
pemilikan sifat-sifat etnis tertentu atay sifat-sifat pelopor, akses itu juga tidak
bergantung pada ‘keanggotaan seorang dalam ABRI. Bukan maksud kami
memperkecil arti kaum militer Indonesia. Sebaliknya, ABRI tetap melakukan
“dwi-fungsi’’ nya yang terkenal dalam masyarakat Indonesia (’’pelayanan
sosial’’ selain urusan keamanan nasional), dan perwira-perwira militer benar-
benar aktif pada semua tingkat pemerintahan dan ekonomi. Lagi pula, untuk
Sidang MPR Maret 1978 yang diadakan nntuk memilih Presiden dan Wakil

"Lihat misalnya Alex Inkeles dan David Smith, Becorning Modern: Individual Change in Six
Developing Countries (London, Heineman, 1974); Daniel Lerner, The Passing of Troditioral
Society (New York, The Free Press, 1958y dan Chatles Wilker. The Sovier Adndel. omned
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e5ic ; iserta-mengesahkan "'GBHN!’; ABRI diberi 230 dari 920 kursr-d' o
' sampmg perwakilan -ABRI.yang: sudah - kuat: dalam fraksi Golkar Tetapi_:-:
pokoknya adalah ini: seperti halnya dengan latar belakang etnis, keanggot '
seorang: daiam ABRI tidak dengan sendirinya menjamin akses.ke kekuasaan' =
politik efektif, dan sebaliknya, jorang dapat menjadi anggota kekuasaan' :
- politik; efektlf fanpa. menjadi.anggota ABRI. Dengan- demikian terdap o

banyak orang sipil berpengaruh dalam kehidupan politik Indonema termasuk. .

: ..cendekzawan dan. politisi tertentu. dari garis. kedua” L;ddle maupun S

'-menteri berbagal _”teknokrat” bahkan. Wakll Presiden Repubhk
Adam Mahk SR e e | _

.'.3; Kna Lelah mehhat bahwa keanggotaan poimk se;ati (dan secara demikian
kekuasaan nyata untuk membuat keputusan.dan mempengaruhi keputusan). d1
Indonesia : tidak : bergantung pada._sifat-sifat etnis, sifat-sifat pelopor atau
status: rrnhter «calon.  Tetapi-ini tidaklah berarti bahwa keanggotaan dalam
kekuasaan - politik .efektif tidak sangat.. terbatas di Indonesia. Kekuasaan _
politik: biasanya terpusat pada suatu kelompok elit kecil, bahkan jika kelom—. :
pok-elit itu tidak: semua Muslim, Jawa atau ABRI, Dan seperti dasebntkan
lebih dahulu, adalah sangat sukar bagi orang-orang yang bukan . anggota
kelompok elit ini untuk merumuskan funtutan-tuntutan dan kepeniingan-
kepentingan:dari bawah. Dengan perkataan lain, ’kekuasaan politik” di In-
donesia :hampir sama .dengan-’’kekuasaan resmi’’. *’Bidang publik™ yaitu
bagian kekuasaan politik yang tetap bebas dari kekuzsaan resmi,” adalah
sangat-kecil, baik:lingkup maupun dampaknya. Dan.dia harus selalu menjaga
jangan sampai kehilangan otonominya yang telah terbatas itu akibat penam-
pungan: ;pemimpin-pemimpinnva oleh  pemerintah -atau. ak!bat intervensi
langsung rezim -dalam kegiatan-kegiatannya.

PARTAL-PARTAI POLITIK DAN PARTISIPASI DALAM PEMILIHAN

' Berkaitan -langsung .dengan dominasi kekuasaan politik oleh kekuasaan
resmi, dan dengan sangat sulitiya merumuskan tuntutan-tuntutan rakyat dayi
luar kalangan elit, ialzh tiadanys sistem peranan-peranan, tingkah laku,
ideologi dan pranata yang memungkinkan bukan pejabat untuk secara teratur
memenksa menilai dan mempengaruhl keputusamkeputusan pohuk resmi
dan. pembatasan kenyataan resmi. Akibat tiadanya partisipasi luas,
mampula:51—man1pulas1 politik kalangan elit, yang menentukan adalah di luar
visi mayoritas luas rakyat Indonesia, Yang paling jauh dilakukan negara In-

'Liddte, op. cit., hal, 175-176.
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dongsia ‘sejauhini untuk membiarkan-pemeriksaan rakyat dan keterlibatan
rakyat serupa itu ialabk pemilihan nasional untuk memilih anggota-anggota
DPR‘Pemilihan Umum-itu diadakan tahun 1971 dan 1977, dan difencanakan
seﬁap i;ma iahun seterusnya. - Tetapi “soalnya tetap apakah Pemilihan:
pemzhhan Umum ‘itu memberikan peluang *bagl diskusi dan pengambilan
kepuzusan rakyat mengenal plmpmaﬂ nas;onal dan pohtxk 'aaswnal men»
. -datang ; y \

“Pertama, peranan partai-partal politik oposisi kinitidak jelas. Pada 1973
kesembilan partai politik yang ada oleh pemeriniah digabungkan menjadi 2
kelompok besar, kelihatannya untuk menyederhanakan sistem partal dan
menghindari ketidakstabilan pemilihan vang di masa lampau menggangg In-
donesia, khususnya ‘dalam  periode V' Demokrasi Terpimpin’’  sesudah
kéﬁaerd&kaan ‘Sebagai akibat konsolidasi itu berbagai. partai Muslim: {Par-
miugi, PS1i; Pertt dan yang Tebih terpandang, Nahdlatul Ulama) kini memben:
fuk” Pa;tai Persatuan Pembangunan {PPP), sedangkan pariai-partai sekuler
(yang terkemuka Partai Nasional Indonesia, bersama-sama dengan dua partai
hasionalis kecil dan Partai Kristen serta Partai Katehk) dlgabungkan men;adl
Partai Demokras; Indonesm (?DI) B7E

2 Kedua, 'adaiah:sangat sulit bagl pegawai negeri untuk akiif dalam partai-
vartai politik oposisi. Sebelum konsolidasi partai tahun 1973 {dan secara
demikian termasuk periode kampanye Pemilihan Umum tahun 1971), pegawai
negeri“dicegah bergabung dengan partai-partai oposisi atau mewakilinya
sebagal calon. Tetapi pada waktu yang sama pegawal negeri vang dianggap
non-politik ‘itu“dibolehkan (dan kenyataannya didorong) untuk ikut serta
secara aktif dalam Golkar, " kumpulan perhimpunan-perhimpunan dan-kuasi
perhimpunan-perhimpunan yang diorganisasi secara kendor dengan per-
wai«\ilan parlementer”’ vang sebelum Pemilihan Umum 1971 diubah menjadi

Viangan elektoral pemerintah, vang diorganisasi dengan ketat dan dipimpin
secara sentral”’.2 Lagi pula pemerintah membenarkan ukuran ganda de fakto
ini bagi kegiatan-kegiatan politik pegawai negeri dengan menandaskan {dan
masih ‘menandaskan) bahwa Golkar ‘bukanlah “suatu ’partai -politik’™
meiamkan sua‘iu ”orgamsaa fungsaonai” ' ' : B

_ Suatu tindakan pembaharuan elektoral tahun 1975 sedikit’ mengubah
situasi, dengan membemkan PPP dan PDI yang baru dibentuk itu persamaan
kebebasan opexaswnal dan tanggung *awab dengan Golkar. Sekalipun halal
bagl Dagawaz negem umuk men_‘;adx anggow partai-partal politix oposisi,

Lihat Ali Moertopo, “Political and Economic Development in Indonesia in the Context of
Regionafism in SBoutheast Asia,”’ dalam The fndonesian Quarterly, April 1978, hal. 24,
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"mereka masih W&]lb ‘memberitahukan Keanggbtaan partai mereka vang ba;u :

kepada atasan. Demikianpun menjadi legal secara teknis bagi pegawai negeri ..
untuk-mewaklia partal«partaa oposm sebagax calon dalam permhhan DPR :

' 'Golkar” nya: mungkm mempunym akxbat~ak1bat negéi;f bagl kemungklna 1
'kemungkman» karier . merupakan “snatus kemungkman yang penting dan.

mengancam’_ dan‘jelas’ Tali it merupakan suatu: pembatasan kuat terhadap' :
partampas; yang berartz daiam partal-partai 0;305151 oleh pegawal negeri pada
umumnya. . .

+-Dengan demikian apapun jasa ‘intrinsik konsolidasi :partai-partaitdan
penetapan pedoman-pedoman yang mengatur kegiatan-kegiatan politik bebas.
pegawai-pegawai negeri,  sebagai. keseluruhan akibat tindakan-tindakan ity
rapanya memperlemah partai-partai-oposisizterhadap Golkar: Dan seperti:
ditunjukkan -oleh ‘Liddle, kelemahan itu secara dramatis ditunjukkan dalam:
pemilihan . parlemen tahun 1977, yang temyata suati: u!angan dan kampanyeff_
1971: _ oy sy B Do
.:-.Goik‘ér-sekali.lagi memiliki monopoli efektif-atas kegiatan politik pegawai negeri yang keba-

qyakan. masuk KORPRI (Korps Pegawai Negeii), suatu satuan komponen Golkar, ... Bap:di.
; belakang b]rokrabbtrokrat sipil segala tingkat ialah angkatan bersenjatza, Ketua- kctua Golkar.
:_'Propmm dan Daerah dengan sedlku %ekecuahan adalah kepala staf komando rmhtc; setempat,
“dan”komisaris-komisaris” ‘Golkar tingkat vang ]ebxh rendah b;asanya adalah kaum veteran

yang mempunyai ikatan langseng dengan sisi mitiser Golkard =~ -

Selain ity peraturan-peraturan kampanye 1977 itu sendiri cenderung
menguntungkan’ ‘Golkar. ‘Partai-partai politik (dan Golkar) - dibolehkan’
berkampanye secara terbuka pada tingkat desa hanya selama periode kam-
panye yang ditentukan, vang dua bulan lamanya. Tetapi berlainan dengan
partai-partai  oposisi, . Golkar . .sebagai "’Sekretariat . Gabungan -Kelompok-,
kelompok anusmnal” telah mempunyal operasi-operasi tingkat-lokal vang:
efektif di banyak daerah lewat jaringan administratifnya, sebagai lawan. ja-:
ringan. politiknya semata-mata. Hal ini memberikan kepada Golkar suatu;
keuntungan jelas dalam rehruterm pemifihan desa. Y

Adalzh jelas bahwa Golkar mempunyai keunggulan organisasi menyeluruh
vang fuar biasa, di samping mempunyai jumlah besar pengaruh politik men-
tah, Tetapi kemenangan-kemenangannya dalam pemilihan (62,80% suara
pada 1971,.62,11% pada 1977) juga dipermudah oleh statusnya yang diakui
sebagal *'partai- pemerintah®.dalam konteks lingkungan budaya Indonesia.
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Apa yang ditulis Jackson mengenai hasil pemilihan 1971 berlaku juga untuk
1977 .

; Pem:i:ha.n 1971 melukiskan betapa mudah bagi kalangan penguasa untuk menciptakan hasﬂ
) .pemxhhan yang baik, bahkan ianpa menggumakan cara-cara totaliter ... selama scorang
. 4'Prf.=:31den yang iegas menguasai suatu tentara dan birokrasi yang relatif bersatu dan onal
“Tradisi hormat terhadap penguasa di Jakarta adalak kuat di kalangan rdkyat biasa vang’ ku»
" rang ferdidik, Kecuali jika terdapat tanda-tanda kebobrokan vang tampak di pusat dan kecua-
ti=:h fika!pemimpin-pemimpin desa tradisional-mengambil sikap anti pemerintah secara terang-
_-terangan, orarig-orang desa biasanya mendukung pemerintah: Memberikan suarza kepada Soe-
' hario adalak aman dan secara psikologis memuaskan di desa-desa yang selama seribu tahun a-
tay lebih menghadapi pemerintah pusat dengan sukses dengan tampak puas sambil memiperta-
hankan otonomi desa atas segi-segi hidup lokal dan oleh sebab itu lebih vital.!

Dengan - demikian karena alasan-alasan tersebut di atas kita dapat
mengatakan bahwa fungsi pemilihan ialah lebih mengesahkan sistem politik
pemerintahan birokrasi vang ada dan memberrkan legalitas kepada sistem itu:
dalam negeri maupun secara internasional,? daripada memungkinkan diskusi-
rakyat efektif dan evaluasi kepemimpinan dan politik pemerintah. Dengan
kata lain, pemilihan-pemilihan sejauh ini cenderung memberikan bentuk par-
tisipasi politik massa tetapi bukan isinye. Pemilihan-pemilihan tidak
memberikan suatu sistem peranan, tingkah laku, ideologi dan pranata yang
memungkinkan bukan pejabat untuk secara teratur memeriksa, menilai dan
mempenﬁamhi keputusan-keputusan politik resmi dan pembatasan-
pembatasan resmi mengenai kenyataan. Pemilihan-pemilihan itu tidak
memperluas status keanggotaan politik efektif dan kekuasaan politik efektif di
luar batas-batas kalangan elit, dan juga tidak dimaksud seperti itu.

KEKUASAAN PRIBADI DAN POLITIK PERSONALISTIS?

‘Seperti sifat-sifat primordial, afiliasi militer, dan persepsi peranan pelopor
ternyata tidak cukup menerangkan dimensi-dimensi keanggotaan politik dan
kekuasaan politik di Indonesia dewasa ini, demikianpun politik pemilihan
jelas tidak memberikan kunci bagi status keanggotaan nyata dalam dunia-
mengambil keputusan dan mempengaruhi keputusan dari kehidupan politik
Indonesia, Maka apakah kriterium sebenarnya untuk memberikan atau

Jackson, op. cir., hal. 31,

2Liddle, op. cit., hal. 178.

‘Bagian ini baayak melgambil dari Benedict Anderson, ' The Idea of Power in favanese
Culture,” dalam Claire Colt dan lain-lain, ed., Culture and Politics in Indonesic (Ithaca, Cornell

University Press, 1972}, hal. 1-70; lihat juga Ann Ruth Wiltner, ""The Meo-traditional Accom-
maodation to Political Indepsendence: The ©ace o F Lo mometen 7?2 dalnen T arodom 457 Theon  adf g o "




|'PARTISIPASI DAN STABILITAS

menoiak akses ke kekuasaan politik-efektif bagi calon- calon aﬂggota‘? Apakah :
dasar sesungguhnya politik eht Indonesza" S : :

Untuk memawab ciengan smgkat poht:k di Indonesia pada dasarnya-'
adaiah Iebrh personalrst:s darzpada 1deoiogzs atau mstltusmnai Dan kalau hai

poimk Indones:a bukanlah terhadap 1deolog; 1deolog1 abstrak dan pran ia-
pranata tetapi terhadap orang dengan kekuasaan. Secara tradisional dan
kadang-kadang hampir mistis, keknasaan dilihat seperti mengalir dari pusat
dan menjach lernah kalau bergerak menjauh dan pusat. 1 Secara demzklan tem-
pat dekat dengan ke%cuasaan menjadi sumber kekuasaan

_ Lagz pula kekuasaan dihhat sebagal suatu sifat bawaan ‘dan prlbadl t}dak
sebagai buah berbagai pengaturan msntusmnal Dengan demikian kekuasaan
bukanlah hasil kecakapan-kecakapan orgamsa51 tetapi penentu kecakapa -
kecakapan itu. Hirarki-hirarki sosial bukanlah sebab perbedaan kekuasaan,
tetapi akibat perbedaan kekuasaan. Kekayaan bukanlah sarana, untuk men-
dapatkan kekuasaan tetapx buktx bahwa telah didapat kekuasaan

Selain itu kekuasaan bxasanya adalah lebih soal status daripada aksi,
lebih merupakan sasaran alamlah hormat daripacla seorang yang mencan,
menierintah dan mengglatkan bawahan-bawahan dalam usaha mencapai
tujuan-tujuan organisasi yang konkrit, »2 Jadi vang penting bukanlah per-
tama-tama penggunaan praktis kekuasaan tetapi upacara demonstrasi
eksistensinya, ‘bukan penyebaran kekuasaan ‘tetapi pemusatan kekuasaan.
Dan oleh sebab kegiatan dan usaha berlebihan dicela dalam kebudayaan
Jawa, orang yang sungguh-sungguh berkuasa, dalam politik maupun di lain-
lain faset-kehidupan, ialah dia yang kelihatan mencapai tujuan-tujuan.yang
diinginkan dengan usaha sedikit mungkin. Sedangkan lawan-lawannya yang
kurang: berkuasa -harus menggunakan permainan kasar kekerasan dan an-
caman kekerasan, orang yang benar-benar berkuasa adalah lebih hglus, dan
menghasilkan buah yang menguntungkan kepentinganriya dengan manipulasi
pribadi situasi yang halus, tidak langsung, kerap kali di belakang iayar._S

iMengenai suatu diskusi menarik tentang konsepsi spasial kekuasaan dalam kerajaan-kerajaan
tradisional So Asia Tenggara lihat karya klasik Robert Heire-Geldern, "’ Conceptions of State and
Kingship in Southeast Asia,” dalam John T. McAlister, Jr. ed., Sourheast Asiar The Politics of
National Integration (New York, Random House, 1973), hal. 74-90.

Jackson, op, cit., hal. 41.
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Dengan demikian nasib baik tampak mengalir.menujunya dengan sendirinya,
sebagai bukii bahwa suksesnya adalah bagian ’tertib alamiah segala sesuatn?’,
,alian_s_i __surg_a__d_an _d_;_s_nia yang aba_d_i_ dan_ _ha_rg_nonis, _

Jadi kekuasaan di Indonesia d}hhat sebagal ”esens; alamiah dan orang
yang memihkmya dilihat 'sebagai *pemimpin - aiamlah” Dan ‘oléh sebab
'kekuasaan ieblh d}pandang s&bagal s:fat pribadi bawaan yang berasal ciarx
' DS, darxpada sifat fungszona! yang berasal dan pelcmbagaan dlS m=
puikan secara logis bahwa kekuasaan tidak dapat d1p1nc§ahkan dari’ satu orang
ke orang Ialn. Lagi pula seiuruh ke}cuasaan yang tersedla telah dltetapkan
cian tatss Suplal baru tldak dapat d:hasxlkan begltu saja dengan kema 'h
1a§<yat atau deknt pemermﬁah ' j

_ I—"andangan tradlslonal kekuasaan ini mempunyal ak1bat akibat yang Jelas

dan jaiih }angkauannya bagx partislpasx ‘politik di Indonesia. Khasusnya iz
berarti bahwa kekuasaan sejati tidak dapat dibagi ke luar batas-batas sempit
lingkungan elit karena hal itn akan menuntut sesuatu yang tidak mungkin:
pencxptaan kekuasaan baru atau pemmdahan kekuasaan yang ada kepada
mereka yang . tzdak mem}hkanya berdasarkan 51fat»s1fat ‘bawaan mereka sen—
dm Sepem 3 ackson mermgkas

Gagasan bahwa jumlah kekuasaan yang Lersedla tetap statls unzuk sebagian menerangkan

keengganan elit penguasa unink’ mengérankan’ elektorat (pemxllh) lewat sisiem satu partai

--tunggal atau suatu sistem banyak partai. Kekuasaan turun dari makrokosmos atas penguasa,

' _'éan fidak dapal dlpﬂriuas lewat partisipasi magsa. Gagaqan memngkatkan kekuasaan denga'l
' memperluas pamsspasa adalah asmg bagz cagasan tradlsloml i-.ekuasaan

HUBUNGAN BAPAK-ANAK BUAH DALAM POLITIK INDONESIA :

w Apayang disebut Ben Anderson sebagai *’gagasan Jawa kekuasaan”? jelas

terus memberikan dukungan budaya yang penting bagi pemusatan dan pém-
batasan kekuasaan politik nyata.dan status keanggotaan politik dalam tubuh
negara birokratis Indonesia. Dan oleh sebab kekuasaan adalah tetap dan
statis, politik itu sendiri harus dibatasi pada soal-soal pembagian Kekuasazan
vang tersedia. Oleh sebab itu politik di Indonesia cenderung untuk menjadi
persaingan zero-sum dalam dunia elif resmi daripada penyelesaian persaingan
input dan tuntutan yang dirumuskan dari dunia umum yang tidak resmi.

UThid., hal. 42

2fhid.. hal. 42.
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Seiam Jdtuibila; politik smeluas ke luar lingkungan penguasa unu}c__
meiibatkan bukan pejabat; arus komunikasi umumnya mengalir dari atas ke
bawah daripada. dari bawah:ke atas. Artinya, biasanya terdapatearus: sazu;'_-
arah;tiada ' resiprositas’” antara elit'penguasa dan masyarakat massa:! ‘Dan
jika: pel:txk ‘berhasil mencapai tingkat desa, -hal itu terjadi lewat saiumm ;
saluran sos;al trachs;onai bapak anak bﬂah (patron t,hent)

“Singkatnya; hubungan bapak-ana%q buai} adaiah suaiu 1katan pnbadx tatapf'j"j '
muka dialekiis yang-menyatukan orang-orang dari berbagai status dan kekua:
saandalam suzatu rangkaian kewajibanbukan kontrak vangtimbal:balik tetapig'-
jelas tidaki sama; Dalam: fingkungan. desa ikatan-ikatan.itu biasanya’ }anwka{
panjang dan kerap kali’ didasarkan secara askriptif. Lebih dari- itu, ikatan.
ikatandtu mengandung unsur-unsur instrumental maupun efektif. Jadi di'satu:
pihakisuara atau pekerjaan dapat ditukarkan dengan perlindungan atau ban-
tuan keuangan‘dalam keadaan darurat-keluarga: Bi‘lain pihak gengsidan
loyalitas: ((politik “imaupun “non . politik) | diberikan kepada:' bapak, yang
sebaliknya berfungsi.sebagal ¥ pemberi, pendidik :dan-sumber.nilai-nilai ‘bagi:
semua orang:yang -menjalin suatu hubungan ketergantungan® dengannya. 2l
Hubungan itu juga memberikan. kepuasan: psikologis :bagi' bapak maupun
anak-anak -buah, dengan memberikan: rasa-aman, mantap, dan- berlanjut?
snatwirasa *belonging’’y ‘suatu tasa didtempat tetap dan Wajar dalam duma:
prli}adx yang dlkenal dan dxamr dengan baik:

Tetap1 d: kota hubungan bapak—anak buah blasanya adalah Jangka;
pendek;, :inon saskriptif-«dan -instrumental. -Dialebih ‘merupakan - akibat.
perbitungan: kepentingan rasional timbal ‘balik di pihak para aktor daripada
ikatan antara; katakan,;petani di desa dan seorang pemuka lokals dan sebagal:
akibatnya; ikatan itu lebih mudah diubah atau diakhiri setelah-dilihat bahwa |
tidak lagi wajar untuk mencapai tujuan-tujuan khusus para peserta.” 4

Suatu perigertian baik tentang peranan’sistem’ bapak:-anak buah dalam
operasi dan pemeliharaan negara birokratis adalah mut'lak perlu bagi kita'un-
tuk’ mengem ‘politik’ indonema ‘secara menyeluruh ‘Hubungan bapak- -anak’
buah’ mempengaruhi hampir setiap segi penting kehidupan politik Indonesia;
tidak perduli soalnya ‘adalah strategi pembangunan ‘ckonomi, protes ‘dan
pemberontakan anti pemerintah, korupsi, partai-partai politik dan pemihhan
konflik etnis, *’dwi-fungsi® ABRI, atan partisipasi politik pada umumnya’’
Dan hubungan bapak-anak buah biasanya memainkan perasnan pentmg it

’Eackson, op. cil., hal. 34,

Lihat Karl . Jackson, Urbanization and the Rise of Patron-Client Relations: The Changing
Oipality of Internareanal Cammirieatinne 110 the Bdaiohhmirrlmncde fF Tamdirme amd the i neoe
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dalam politik Indonesia karena merupakan alat yang paling sering dipakaiun-
tuk smenermbus dan mengatasi luas -dan’ banyaknya perpecahan dalam
masyarakat Indonesia yang heterogin dan kurang terintegrasi. Dengan perka-
taaif lain;hubungan ity merupakan Ysemen sosial pertama yang mengintegrasi:
organisasi-organisasi Indonesia pada tingkat terbatas sejauh terintegrasi:’:!

Suatn contoh baik primat loyalitas personalistis, berdasarkan hubungan
bapak-anak buah dalam organisasi-organisasi Indonesia ialah pemberontakan
Dar’ulilslam tahun: 1950-an. ‘Seperti disebutkan lebih dahulu, Dar’ul Islam:
adalah suafu-pemberontakan keagamaan vang menyatakan bertujuan untuk.
mendirikan suatu negara Islam. Indonesia.  Berdasarkan fakta ini, kita sudah
barang'tentu akan menganggap bahwa Kevakinan religins Islam merupakan
dasar:ideologi dan organisasi bagi polz keanggotaan dan loyalitas sebenarnya
dalam gerakan itu. Tetapi anggapan kita itu tidak tepat., Dalam studi empiris
mereka mengenai pemberontakan-Dar’ub Islam di Jawa Barat, Jackson dan
Moeliono sebaliknya menemukan bahwa satu-satunya variabel penting vang’
menerangkan aliansi pro-pemerintah atau pro pemberontakan desa-desa
tertentu - adalah  kecenderungan-kecenderungan pemimpin-pemimpin desa
vang kerap kali bersifat semeéntara dan ekspedien (sejauh menguntungkan).’
Seorang warga desa tidak memilih untuk pibak mana dia akan membunuh
atau mati atas dasar rangkalan kepercayaan dan nilainya sendiri. Lebih tepat,
desa-desa seluruhnya biasanya dikerahkan untuk atau melawan pemberon-
takan sesuai dengan keinginan pemimpin-pemimpin tradisional mereka, yaitu
bapak:bapak. Dalam beberapa kasus, desa bahkan berubah pihak sama sekali
jika bapak desa memutuskan bahwa hal itu menguntungkan desa {atau dirinva
sendiri). Dengan demikian biarpun Dar’ul Islam didirikan dengan maksud un-
tuk ‘memajukan - tujuan-tujuan - religius/ideologis, dasar bapak-anak buah
tradisional organisasi sosial muncul sebagai faktor menentukan bagi pola-pola
keanggotaan dan loyalitas sesungguhnya dalam pemberontakas.?

Demikianpun kegiatan-kegiatan . partai-partai politik dalam periode
Demokrasi Terpimpin hanya bisa dimengerti dalam konteks hubungan bapak-
anak buah. Setelah Soekarno mengakhiri secara efektif kompetisi parlementer
ketika dia mengakhiri Demokrasi Liberal pada 1958, partai-partai yang masih
hidup sudah tidak dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannva lewat
debat pluralistis mengenai isyu-isyu pokok kebijaksanaan. Sebagai gantinya
mereka terpaksa menganut strategi mencari dukungan pribadi Soekarno itu
sendiri. Dan dalam kerangka politik bapak-anak buah yang baru ini partai

'Jackson, ”’The Political Implications of Structure and Cultuse in Indonesia,” dalam Yackson
dan Pye, op. cit., hal. 35,

Mihat Karl D. Jackson dan Johannes Moeliono, ""Participation in Rebellion: The Dar’ul
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masmg masmg ‘biasanya- menan}ak dan gatuh hanya atas dasar kedudukannya L
terhadaprPresxden. ' : s STy : . BRI

n: PKI yang kehhatannya suatu organ15351 pelopo; modern .
ola -pola . keanggotaan. dan loyalitas berdasarkan tuguan«tu;uan{; :
msmusmnal vang dibatasi dengan jelas, terpaksa. bermam';-'
menurut aturan ALHTARD. pohuk bapak- anak buah. personalistis yang jelas tidak.
ideologi : PKI melakukan permainan ini secara efektif dalam jangka pendelk
1 :ciengan menank Sockarno dtu. sendm sebagal ”bapaia” partai. Tetap
hubungan ‘yang lebih .didasarkan: atas loyalitas . pribadi . daripada atas -
sohdantas xdeolog:s sejati- atau, atas. proses.institusional teratur: kerapkal
mengalam} perubahan- perubahan mendadak. dan. drastis, seperti jelas ditun
Jukkan oieh contoh Dar’ul Islam. Dan oleh sebab PKI begitu banyak mengan
dalkan hubungan khusnsnya dengan Soekarno, dia tidak mempunyai basis.u
tuk mundur ketika hubungan itu tidak lagi. memberikan dukungan dan perlin-.
dungan vang.cukup,.: Dengan demikian, dalam pergoiakan 1965-1966, bapak g
dan anak buah jatuh bersama-sama.

Selain itu, jatuhnya PKI secara mendadak dan total menyusu! Gestapu
memancing. perianyaan-pertanyaan mengenai basis organisasi partai itu sen-
diri, Mungkm PKI mendapa{kan Jum}ah besar anggotanya itu (d1perk1rakan____
15 juta termasnk kelompok- keiompok garis. depan) lewat saluran- saIuran,ﬁ_
sistemn ‘bapak- anak buah yang tradisional dan .non, ideologis maupun lewat_'_
htmbauan Iangsung ‘atas dasar ideologi kepada kepentmgan kepentmgan':_
massa indonesaa J 1ka inilah hainya ini akan zkut menerangkan ketidakmam- :
puan . PKI yang mengherankan untuk mengorgamsasx secara efektif {secara__
militer atau politik) dalam pertarungan post. Gestapu karena struktur bapak-
anak buah terkenal lemah untuk memberikan mobilisasi massa JangRa pan-
jang guna mengejar tujuan- tujuan yang dibatasi secara 1deologl Jadi ada
kemnngkman yang . provokatif. bahwa da!am artl tertentu PKY menjamin
jatuhnya sendiri .dengan membangun suatu partai pelopor Marxis-Leninis
yang diandaikan berdasarkan kelas menurut garis-garis organisasi yang secara
inheren dan ‘tak terdamaikan bertemangau dengan asas-asas orgamsasx dan
;deolom Marxxsme Lemmsme '

Korupsi, sebagai sesuatu vang mengaburkan .perbedaan antara fungsi-
fungsi privat dan umum pemerintah merupakan suatu segi penting lain poiitik

JLihat Rex Mortimer, Indonesian Commumsm amder Soekarno: Ideology and Politics,
1859-1965 (1974); Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca,..
Cornell Umversnty Press, 1962); Donald Hindley, op. cit., maupun karvanya The Communist Par-
ty in Indonesia 1951-1963 (Berkelay, Un;versny Press, 1964); karangan Hindley, " Alirans and the
Fall of the Old Order,” dalam Indonesia {(Ithaca, Cornell University, Modern Indonesia Project,
ADH! 1970), hal. 23.66: dan Ann - -Ruth Willner. V' The {Carmmiimict Phrenie amed tho To e aet oo
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Indonesia vang sangai dipengaruhi sistem bapak-anak buah. D atas kitalihat,
bahwa hubungan bapak-anak buah dijalin oleh orang-orang dengan siaius.
dan kekuasaan yang tidak sama untuk memajukan kepentingan-kepentingan
material dap‘non material mereka. Dalam kenyataan ikatan bapak-anak buah
tévtentu kerap kali merupakan bagian suatu rantai hubungan serupa itu yang
akhirnya menyatukan orang-orang dengan bermacam-macam status dalam
suat'u' *hngkungan’” kepentmgan kepen‘imgan bersama. Lagi pula iidak’
jarang ‘lingkungan serupa ‘iiu menempuh jalan menuju dunia elit sehlngga :
seGrang anggota elit politik dalam artitertentu menjadi kepaia atau bapak p)er-
tama hngkungan tertentunya Dan karena’'diakui bahwa ‘menipakan Kewa:
jiban Bapak'untuk memberikan imbalan-imbalan material kepada Img}e:ungzm'
anak: bttahnya sebagai imbalan’ bagi berbageu jenis dukungan mereka, sudah
barang ‘tentu ~diharapkan- bahwa anggota elit - politik ‘akan menggunakan -
kedudukan istimewanya dalam hirarki pemerintah untuk maksud ini. Jelas
bahayanya ialah bahwa sebaga1 akibat usaha mencari ketntungan privat oleh
anggota-anggota elit politik- ini; negara akan menjadi aparatur vang pada'
hakikatnya birokratis vang digunakan untuk ‘memajukan kepentingan: -
kepe_ntingan mereka yang rneng_u_as_ai_nya.

Dengan dezmklan adanya dan terus beriangsungn)’a ;katan ikatan bapak-"
anak buah yaﬂg kuat sangat mempersuht usaha untuk mengurangi korupsi
secara ‘berarti, atau membagi hasil-hasil pembangunan ekonomi secara adli di’
aniara berbagai sub keiompok penduduk Dan dalam arti tertentu suati
tmgk'it kortipsi ‘tertentu dibangun delom sistem, karena »aturan-aturan’”
poht;%c bapak-a'lak buah menuniut agar anggota- anggota elit masing-masing
meﬂggunakan kedudukannya dalam b;rokram pemermtah untuk kaiangan'
penglkutnya sendirf. Oleh sebab Itu ' :

Pembagian tidak sama hasil-hasil perturabuhan ckonomi iidak mesti dilihat sebagai tidak
adil. Selama sementara hasil dibagikan kepada pemimpin pemimpin bawahan agar dibagikan’
lebih lanjut ke bawah lewat jaringan-jaringan pengikut mereka vang merdeka, sistemnya tidalk

- akan diperlemah ofeh ketidaksamaan. Bahaya terbesar bagi setiap rezim bukanlah apa yang di- -

.sebui oleh orang-orang Barat sebagai Korupsi tetapi kemungkinan bahwa dengan meluvasnya,:

“elit sejalan dengan pertumbuhan ekonomi korupsi itu tidak cukup meluas. Sejauh ... terdapat -
peningkatan pemusatan keuntungan-keuntungan bepakisrire, ini akan menimbulkan tekanan
untuk memperiuas kalangan peaguasa agar mencakup anggota—anggata yang mewakili bagian-
bagzan elit sosial vang kekurangan.!

Korupsz mungkm juga dibangun cialam sistem dengan cara-cara lain,
Misalnya relatif rendahnya gaji yang diberikan kepada pegawai negeri jelas
mendorong pegawai negerl masing-masing uniuk menggunakan jabatan-
jabaian'birbkras_i mereka demi keuntungan pribadi, biarpun jenis korupsi

Harkson. *The Polifical Fmnlications of Structure and Culture in Indonesia * dalam Jackson




keeild 1n1 pastl menurun akibat usaha-usaha pemerintah belakangan ini dalam =~
bidang itu., Juga terdapat faktor—faktor penunjang ‘budaya: penfing bag;'-'
korupsi: yang: bvrgerak lewat ‘garis:garis' bapak-anak buah. Pemberian hachah_ -
misalnya ‘diterima;secara luas:tidak hanya sebagai-saluran untuk. membagi
keuntungan-keunmngan material: melainkanjuga sebagai sarana untuk mens
c1ptakan hnbungan -hubungan ketergantungan:dan membuat ‘formal hirarkis
hirarki: status.: «Tetapi bilal pembérian. hadiah -inidilakukan. dalam konte]
- -orgamsasf' es:m d1a sudah barang tenty menmptakan suatu peluang korup51

emakxan karena aiasan alasan 1£u mungkm tidakiah mungkznf
 korupsi sama sekali sampai birokrasi itu sendiri menjad; kura g
personalistis dan lebih mstxtus;bnal” | dalam - struktur _operasional ‘de
faktonya, yait'u sampeu O;gaﬂis33i~organlsa51 pemezmtah izdak lagi dikuasaifl
pola~p01a iceanggotaan dan’ onahtas yang d:dasarkan atas sistem bapaicaanak_
buah. Tetapi selama keadaannya tetap ‘seperti sekarang ini, efisiensx’
menyelm uh birokrasi tetap diganggu secard serius oleh suatu situasi di mana
“hanya bila seorang birokrat adalah seorang bapak pejabat atu bxsa pasn
bahwavpermtah permtahnya dxlaksanakaa "4

: Bldang 1a1n kehldupan polmk Indonesxa .yang sangat dapengaruhl oieh;
sistem bapak- anak buah adaiah duma polzizk pemilihan. K]ta telah. mehhaL
bahwa pemilihan parlemen sejanh ini hanya mengijinkan keterlibatan massa.
vang sangat ierbatas dalam politik Indonesxa Dan seperti kita singgung lebih.
dahulu,: salah . satu.sebab pembatasampembatasam itu . ialah - kemampuan
Golkar menerobos dar_l_ t;n_gkat elit ke tingkat desa dengan efisiensi yang lebih
besar . daripada lawan-lawan .non.. pemerintahnya, . dan.. secara . demikian,
mempermudah .;;s_aha~usa11a. _kampanye dan. membuat Peml_l_jhan Umum.
kurang kompetitif dan oleh sebab itu kurang berarti. Kenyataannya keung-
gulan organisasi ini menjaciz munﬂkm uniuk sebaglan akibat banyaknya tum-.
pang : tlndih -antara. aparat, pemilihan Golkar dan  jaringan admmlstrauf :
pemeriniah pada berbagai tingkat operasi. Liddle menulis tentang Pemilihan

Umum 1971:

Bagi'pemilih Blasa Golkar adalah suat segi atau perfuasan pemerintah, khususnya kedus ba-
dan:yang'paling disadarinya: Depariémen Dalam Negeri, yang dinas teritorialnya adalzh:tu-
lang punggung administratif pemerintah-daerah danlokal; dan Departemen Hankam, yang
kemando-komandonya adalah sejalan dengan tingkat propinsi, kabupaten, dan kecamatan
dari Departemen Dalam Negeri. Di kebanyakan:propinsi dan distrik ketua Golkar adalah seo-
rang perwira militer. Pejabat-pejabat senior lain duduk dalam dewan pimpinan, dan pejabat-
pejabat yunior adalah wakil-wakil organisasi di dewan-dewan perwakilen daerah, Di tingkat
bawah sub struktur inf memungkinkan kooptasi, paksaan dan manipulasi yang diawasi dengan
seksama oleh pejabat- pejabat desa, yang langsung bertanggang Jawah untuk meruamm l\eme—
nangan besar Golkar.2 : : . : B

Libid., hal: 35, - :
addla M Indnneca 1099 The Mew irdor’e Qanmnd Darlinrmembarg Elnmttmmne 12 Fan s - il
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-1+ Lagipula jarihgan organisasi ini menjadi lebih hebat karena sering bukan
saja merupakan suaty hirarki resmi komando dan komunikasi, melainkan
jugassuatu-mata rantai -personalistis’ hubungan-hubungan bapak-anak: buah’
yang tidak resmi yang akhirnya mencapai dan mempengaruhi pemilih masing=
masing, Dengan -demmikian seorang ‘pejabat Golkar/pemerintah kerap :kali
- mempunyaidua-alasan jelas untuk -menghasitkan hasil pemilihan’ yang. di-
inginkan padatingkat operasinya, dan untuk menekan mereka di tingkat {ebih
-.zendah:untuk ‘'melakukan ‘'yang sama: suatu komitmen institusional ‘yang
berkaitan dengan jabatan pada sukses organisasi dan suatu loyalitas per-
sonalistis kepada orang-orang dalam tubuh organisasi. Pentingnya ikatan-
ikatan bapak-anak bugh yang. personalistis dalam mempengaruhi’ hagil
pemilihan ity tidak boleh diremehkar, karena seperti telah sering dicatar
sehubingan “dengan proses pemilihan di Indonesia “’hanya jika seorang
pemuka kota mempunyal hubungan mantap dengan pemimpin desa yang pe-
nuh hormat, partai pemuka kota dapat mengharapkan menang di desa, !

Jadi hubungan bapak-anak buah biasanya mempengaruhi ‘hampir setiap
segi penting politik Indonesia.” Dan yang lebih, hal itu terjadi secara demikian
sehingza ‘mencekik partisipasi politik independen vang berarii, seperti
diisyaratkan contoh di atas iiu. Partisipasi biasanya hanya terjadi dalam
rangka saluran-saluran’ wajib tertentu dari hirarki sosial dan politik (dan
hanya sesudi’ dengan aturan-aturannya). Terdapat sedikit *’komunikasi® ‘an.
tara elit politik dan massa dalam arti bahwa orang-orang dari kedua kelompok
it dapai mengadakan interaksi (sebagai pihak-pihak ‘tidak sama) dalam
rangka personalistis bersama, tetapi komunikasi ini biasanya hanya satu arah’
dan’cleh sebab itu lebih merupakan soal ’administrasi”’ daripada partisipasi
politik sebenarnya. Status keanggotaan politik sejati, dalam arti mempunyai
input ‘mengambil keputusan sejati dan -mempengarshi keputusan, teiap
merupakan monopoli suatu elit kecil vang terutama- tinggal di kota-kota!

Jackson, op. cir., hal. 35,

2Untuk analisa politik Patron-Client di tempat lain di Asia Tenggara antara lain lihat Fred
Riggs, Thalland: The Modernization of @ Buregucratic Polity, op. cit.; David A, Wilson, Politics
in. Thailund (Ithaca, Cornell University Press, 1962); John Embree, Thailand, a Loosely Struc-
tured Social System,'” dalam The American Anthropologist, 52 (19503, Mo. 2; L.M. Hanks, *’En-
tourage and Circle in Burma,”” dalam Bennington Review, 2 (1968), No. 1; James C. Scott,
"Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia,” dalam The American Political
Science Review, Maret 1972, dan karangannya ' The Erosion of Patron-Client Bonds and Social
Change in Rural Southeast Asia,” dalam The Journol af Asian Studies, Mopember 1972, hal,
3-38; Carl H. Lande, "Metworks and Groups in Southeast Asia; Some Observations on the Group
Theory of Politics,”” dalam The American Political Science Revigw, Maret 1973, hal. 103-127; dan
karyanya Leaders, Factions, and Parties: The Structure of Philippine Politics (New Haven, Yale
University Southeast Asia Monograph No. 6, 1965); dan Thomas C. Nowak dan Kay A. Snyder,
"Clientilist Politics in the Philippines: Itegration or Instability *? delam The 4 mseionm Beiitinmnl
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sedangkan sebag:an terbesar: penduduk hanyas'secara nominal atay . pas;f

terintegrasi=dalam sistem kekuasaan politik sebenarnya:: Negara Indoneszaj-' '

tidak terdm aias warga negarg masing-masing vang digerakkan secara sosial
yang--sepertl aktor—aktor hlstons yang sadar, mampu membuat dampak berartz_ :

memi gkmkan_ dampak 1tu de la%;to Duma poht;k dalam praktek benf
benar “sa

: penyelesazan bentrokan kenentmgan kepenﬂngans 1deolog1~1deoiog1 dan fh

tuntutan-tunmtan yang secara independen diorganisasi dan dirumuskan darz._ _
lugr-dunia: resmi-(yaitu dari *’kalangan rakyat’’): Tetapi sepeiti kita - lihat,
politik di; Indcnesm biasanya berkisar pada elit menjadi upacara-upacara, non
1deologzs, personailsa‘.ls dan yang paling penting; tanpa partisipasi. Dan ciris
ciri: politik-ini;pada gilirannya diperkuat oleh serangkaian nilai budaya yang
membuat iugas untuk mengatam kerangka negara bxrokrans Iebih suht

Kn‘.a telah memh;carakan berhagal segi negara buokraus se1auh herlaku'
untuk Indonesia. Satu-satunya segi politik birokratis yang sejauh ini tidak: diz
singgung“ialah peranan birokrasi ‘militer -dan sipil itu sendiri, baik dalam
pemerintahan maupun ‘dalam pengambilan keputusan. Persoalan ini: sekarang:__
akan ‘dibahas sebagai bagian ‘snatu diskusi vang lebih Tuas mengenai mun=
culnya“jenis rezim negara’birokratis sebagai ‘suatu gejala Alsioris. Karena
seperti pranata-pranata politik:tidak ‘dapat diulas secara wajar terlepas dari -
lingkungan ~budayanya, demikianpun pranata-pranata itu tidak dapat
dilepaskan dari konteks sejarah yang mempengaruhi perkembangannya,

POLIT‘I‘K_ 'BIROKRATISZ_DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Dalam k&pustakaan Pohtzk Komparanf poiitxk bu‘okrans kerapkah dtpe«-.
iajan cialam arti masyarakat-masyarakat ’yang berkembang lambat’’, baik di
Eropa.maupun.di Dunia Ketiga. Misalnya tulisan-tulisan Gerschenkron Ben-;
dix; Veblem, Moore dan J’ar;vas,I semuanya menjelajahi hubungan antara, per-
kembangan lambat dan birokrasi ini dalam konteks historis Eropa. Tengah
Dan sederetan ahli. (nggs, Huntmgton Apter Almond, .Pye antara ]am) :

M ihat misalnya Barrington Moore, Socral Origins of Dictatorship and Democracy; Remhard
Bendix, Nation Building and Citizenship; dan Alexander Gerschenkron, Eronomic Backwardness
in Historical Perspactive.

YAntara lain lihat Samuel Huntington, Pofitical Order in Changing Societies; David Apter,
The Politics of Modermzczrron Fred Riggs, Admmummon in Developmg Counrrres The Theory
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menangani persoalan ini-dalam analisa-analisa mereka mengenal remm-rezun
Duma I{enga kontemporer baik kemums maupiun bukan k_omums. :

wsar:Bagx ~'Jan0s, saai uentmg 13.13.%1 bahwa perkembaﬁgan Jambat negara«
negara berkembang di Eropa Tengah sangat dipengaruhi oleh perkembangan:
lebih dahulu'dari Bropa Barat, Xhususnya Inggeris. ""Efek demonstratif inter-
nasional’? berarti'bahwa masyarakat “’pengikut’’ diberi hati-untuk ’menge-
jar!? masyarakat:’’perintis”’ secepat-mungkin {Vebled). Usaha untuk cepat
berkembang ini menghasilkan kebijaksanasn-kebijaksanaan substitusi®? dan
Prevérsal’, di mana-industrialisasi dan lain-lain zegl modernisasi ekonomi
secara-artifisial dicangkokkan pada substrukiur tradisional, tetapi tanpa-sifat:
sifat sosial dan budaya modern yang menyertai proses industrialisasi dalam
masyarakat-masvarakat yang cepat berkembang. Dan hal vang menentukan
mengenai proses demonstrasi:internasional dan penyesuaian internasional itu
ialah bahwa ia mengakibatkan periunya peranan vang sangat meningkat dari
birokrasi negara dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi, yangipada
gilirannya . mempengaruahi seluruh bakikat hubungan-hubungan rezim-
masyarakat dalam negara-negara yang lambat berkembang pada umumnya.
Kalau bagi vang cepat mengadakan modernisasi pranata-pranaia politik biasa-
aya merupakan kristalisasi’’ norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada
(Bisenstadt), bagi vang lambat melakukan modernisasi pranata-pranata
politik-sebaliknya diciptakan sebagai entisipasi perkembangan skonomi dan
sosial. budaya yang bersangkutan dan. untuk membaniu merzghasdkan
perkembangan-perkembangan itu. : -

Di Dunia Ketiga kontemporer birokrasi negara juga memainkan peranan
yang meningkat dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi itu, dan
karena alasan-alasan historis yang sebagian besar sama. Tetapi apakah
ramifikasi-romifikasi gejala ini? Menurut Fred Riggs ada dua macam
birckrasi: ”admlms‘iranf” dan *’politik’’. Riggs selanjutnya mengemukakan
bahwa'di mana yang periama itu dominan, birckrasi biasanya mengambil
kehidupannya sendiri karena lebih melihat sebagai tugas primernya
kelangsungan institusional dan perluasan peranannya daripada mengabdi
kepada negara dan bangsa lewat tugas-tugas yang semula diberikan
kepadanya. Hanya di mana birokrasi politik (yaitu satu atau lebih ba-
nyak organisasi partali politik vang dibentuk untuk memajukan tujuan-
tujuan ideologi dan material suatu kelompok atau kelompok-kelompok
tertentu dalam negara) memperiahankan kedudukan dominan atas birokrasi

‘Bag:an ini banyak mengambil dari Profesor Andrew Janos, Departemen Ilmu Politik Umvez-
snas California di Berkeley.

23 that Fred Riggs, Adminsiration in Developing C’oumries: The Theory of Prisinatic Sociery,




he; :;su 'ber daya dari penduduk Lag1 puia daiam masyarakat~masyarakat-£_- \
pra-kolomai itu elit.penguasa. biasanya disahkan:lewat status keanggotaan_;
eksklusi fnya cian karena penguasa~penguasa memiliki sifat-sifat dlsimnf dan.:

S80S mtuél dan seterusnya) yang menempatkan mereka terpisah dari b&glani '
terbesar penduduk. yang- sebagian besar -petani.(jadi ’kebudayaan -istanall. .-
1awan ”kebudayaan petam”) Kuyrang. penting adalah pelaksanaan tugas-tugas:
fungsional elit .penguasa. untuk masyarakat seluruhnya. Dengan perkataan:
lain, kekuasaan politik biasanya lebih merupakan soal status daripada tin-:
dakan, lebih merupakan soal ’ada’’ daripada “*berbuat’’.! Dan kolonialisme,
biarpun mengubah struktur tradisional hirarki politik, dengan mengikutser-
takan elit penguasa atau dengan menggantinya dengan elit bary, tidak.
mengubah secara fundamental’ pola keanggotaan politik eksklusif ini. Status.- :
keanzgotaan politik sejati masih dimaksud untuk suatu minoritas kecil yang
juga:mengu_as_ai_ aparatur_ _negara. _ - /

_ ’Tetap1 ;ezxm-remm kolomai bxasanya memperluas secara dramatxs;
b:rokmsz negara dan ' memodermsa51 ‘nya_ daiam _arti menyerahkan_
B:rokrasz d;perIuas untuk membangun gaIan—}alan dan Jalanujalan kereta ap1 )
mengumpuikan pajak dan angka~an0ka pencluduk secara yang lebih efisien,
mengembangkan Jawatan DOs, mencxptakan suatu sistem pendidikan massa'
dan 1am~1am di sampmg tugas utamanya menyedot. surplus ekonomi dari pen~:
duduk. Tetap: ‘birokrasi ini adalah edminisirazif, bukan politik. Dia tidalk.
velajar bagaimana mengembangkan masyarakat, juga tidak bagaimana
mengubah masyarakat atan bagaimana menciptakan pranata-pranata politik
modern -atas: dasar partisipasi sukarela- orang-orang yang digerakkan secara
sosial yang be;usaha merumuskan kepentzngan kepemmgan mereka daiam

Sebal;knya buokra& bela;ar bagalmana menguasm bagalmana mem&izhara_;
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stabilitas dan ketertiban, bagaimana mencegah perumusan tuntutan-tuntutan
aiokasz~alokas1 yang disruptif serupa itu, maupun bagaimana memajukan
kepentmgamkepentmgan institusional ‘mereka sendiri terhadap lain-lain
sekior masyarakat. Dengan  demikian di bawah rezim kolonial pranata-
pranata yang biasa berkembang jumiah dan lingkupnya bukanlah partai-
partai politik (atan. bisnis swasta) tetapi-aparatur pemerintah dan golongan
militer,: dan pranata:-pranaia ini de fakio menjadi jalan-jalan besar mobilitas.
soaiai bagi mereka yang berminat untuk memajukan kepentingan-kepentingan.
material dan idealnva; jalan-jalan. penguasa dan politik untuk mobilitas. ke
atas tidak dapat bersaing. el

‘Maka dengan tibanya kemerdekaan banyak negara Dunia Ketiga memlhkr
aparatur negara yang'iertalu luas dan terlalu berat di atas; dikuasai biroksasi
dan‘kaum militer; sangat aktif dalam perekonomian bangsa; secara organisasi-
dan pendidikan kurang disiapkan untuk menangani tugas-tugas raksasa pem-
bangunan; kerap kali mengabdi diri sendiri; secara relatif terasing dari rakvat
banyak; dan umumnya kurang terbuka untuk gagasan partisipasi politik
massa yang efektif. Dengan perkataan lain, banyak masyarakat Dunia Ketiga;
termasuk Indonesia, muncul dari era kolonial dengan seperangkat ciri-ciri ins’
stitusional dan sikap vang biasanya mempermudah tercxptanya dan bertahan-
nya Jems rezim negara blrokrat;s. o

PEI;JJADWALAN DAN PENGURUTAN TUGAS-TUGAS PEMBANGUN-

Diskusi di atas berusasha menunjukkan pentingnva variabel-variabal se-
jarzh dalam memaksakan pembatasan-pembatasan dan pengekangan-penge-
kangan atas jenis, tingkat dan cepatnya pembangunan politik yang mungkm
di negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka seperti Indonesia. Sekarang
kami ingin mengembangkan argumen bistoris ini untuk secara eksphisit mem-,
bahas persoalen partisipasi, untuk menun;ukkan mengapa dan baga]mana'
partisipasi massa kerapkali dipandang sebagai mengganggu stabilitas negara,
Argumennya akan disajikan dalam bentuk analisa **fungsi sistem’’, seperti di-
1syaratkan oleh karya-karya Pve, Apter, Almond, Powell, Coleman dan lain-
lain.

i igat misalnya Lucian W, Pye, Aspects of Political Development; 1.eonard Binder danlain-
fain, Crises and Sequences in Political Developrient; Fric Nordlinger, **Political Development:
The Sequences and Rates of Development,” dalam World Politics, April 1968, Stein Rokkan,
"iodels and Methods in the Comparative Study of Mation-Building,”* dalam Rokkan, ed.,,
Citizens, Elfections, and Parries; Samuel Huntington, *’Political Development and Political
Décay,” dalam World Politics, April 1965; Almond dan Powell, Comparative Politics: A~
Developmental Approachy dan James Coleman. *The Tiavelomment Somfrmoee T5 Sfmmam sl el o
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akaﬂ mempunyai pengaruh penting atas sukses atan’ kegagalan terakhir dalamf’é
menunmkannya. Keenam tugas kunci 1tu ialah: (1) identitas; (2} legitimitas:: -
A% .penetrasx, {4 pengumpulan moda}. (5) part131pa31, dan {6} pembagxan

“010 Ideniitas menumuk pada pola- pola onahtas pada ”nanon bulldxng”?- _
(atan pemzhhan bangsa)3 yaxiu sentimen subyekt:f suam kelompok geografis,

etnis; “keagamaan, linguistik dan lain-lain’ tertentu yang membentuk suaty

komunitas’ yang sedikit banyak berbeda dari komunitas:komunitas Iam-;ya
Sudah barang tentu pérasaan ini sangat sukar untuk dibangkitkan dalam snatu
masyarakat yang secara primordial heterogin seperti Indonesia, di mana rezxmj:_
tidak'dapat’ secara ;:eahstxs memperkenalkan dirmya sebaga1 pengej awantahan
mstitusmnai suatu ”kesadaran nasxonaj” tertentu yang geias dan orgams wE

2 Legztzmzms menunjuk pada penerimaan hak rezim atas pemermtahan:'
oleh masyarakat vang diperintah. Legitimitas ini bisa didasarkan atas
komxtmemkomltmen instrumental atau efektif (atau keduanya). Makin efektif
komitmen dldasarkan, makin:. mudah untuk vezim, karena rezim secara
demikian-.-berfungsi . :dengan - -suatu.. Vgudang' «dukungan  rakyat yang:
membermya suatu keluwesan jangka pendek dalam:pengambilan keputusan.:
Legitimasi yang hanya didasarkan atas imbalan instrumental, di lain pihak,
memerlukan. perhatian rezim yang konstan atas tuntutan-tuntutan masgyarakat
akan gratifikasi material, dan secara demikian.mengurangi kebebasan bertin-
dak rezim dalam perencanaan pembangunan yang menyelu:uh AR

3. Penemzsz menunjuk pada ”pembentukan prana,ta”, yaitu kecakapan'
rezim untuk menczptakan suatu aparatur organisasi yang ~mencakup semua._
daerah geografas dan t;ngkat adrmmstratlf masyarakat dan menyamkannya
memadt suatn kerangka institusional bersama. I)engan demikian, ”penetrasx”
vang ‘berhasil mengijinkan rezim untuk berfungm secara efektlf di selun.h'
negara dan untuk menghasilkan buah-buah yang diinginkan secara lebih baik.

'Lucmn W Pye, Aspects of Political Deveiopmenr op L, hai 62~ 67

2Sepert= dlsararikarz oleh P:ofesor Roberi Pmce, Departemen I}mu Poimk Unwersuas Ca[zfob
nia di Berkeley, saya mengganu ”mtegram" Pye dengan “akumulasi madal” karena yang
terakhir ini adalah suatu tugas rezim spesifik vang terlalu penting, untuk dxaba:kan dan yang per-
tama merupaken suaty istilah yang lebik umum yang kenyataannya adalah suatu ko*n?)mas: lain-
lainnya, .

Lihat Karl Deutsch, The Growth of Nations; dan karyanya Narionalisst maupun Social Coim-

mmn g b DU Ry
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4. Pengumpulan modael menunjuk pada tabungan dan re-investasi
k_elebman skonomi untuk digunakan dalam usaha—usaha pembangunan men-
datang (demikian “take-off”’ ekonomi Rostow).! Kecakapan rezim untuk
menunaikan tugas ini sangat dipengaruhi oleh wvariabel- var;abel
pohuzkhdeelagm dan oleh nilai-nilai keagamaan/budaya masyarakat, selam

oleh fakior-faktor ‘ekonormi obyakuf

s Part:szpasz sepertl dusyaratkan oleh Huntington dan Nelson dalam
pengertian mereka yang sedikit vestriktif dan Vliberal”, menunjuk pada
”kegzatan oleh warga-warga negara privat vang dimaksud. untuk mein-.
pengaruhi, pengambilan kepuiusan pemerintah. 22 Atau dalam kamus
yang kami gunakan, partisipasi dapat menunjuk pada eksistensi suatn
"bidang publik’’, bidang politik . yeng terpisah dari dunia resmi vyang
memben%xan kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mempengaruhi
keputusan kepada bukan pegawal negeri dan memungkinkan mereka secara
teratur dan efekiif merumuskan kepentingan-kepentingan, 1deoiog:-1deoiogz
dan tuntutan-tuntutan mereka akan output pemerintah, deri luar aparatur
pemermtah

6. Pembagian menunjuk pada output pemerintah vang biasanya material
yang dimaksud untuk memuaskan tuntutan-tuniutan masyarakat akan
alokasi, untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi, dan untuk memajukan
kesejahteraan nasional umumnya.

Menurut para pendukung pendekatan “’penjadwalan dan pengurutan’
terhadap - stndi-studi pembangunan, negara-negara yang lebih dahulu
melakukan modernisasi mampu berkembang secara lancar {dan akhirnya
membangun pranata-pranata politik demokratis), karena rezim mampu
mendekati tugas-tngas itu satu demi satu, bukan menghadapi semuanva itu
secara simultan. Lagi pula, rezim-rezim vang lebih dahulu melakukan moder-
nisasi itu dapat menghadapi tantangan-tantangan itu secara berturut-turut; ar-
tinya berbagai tugas muncul dalam suatu urut-urutan historis tertentu yang
mempermudah penyelesaiannya secara berhasil.

Di Inggeris dan Amerika Serikat misalnya tugas-tugas untuk mencapai
identitas, legitimitas, penetrasi dan pengumpulan dana sedikit banyak telah
dilaksanakan. sebefum rezim dihadapkan dengan tuntutan-tuntutzn rakyat
akan partisipasi dan pembagian. Pengurutan yang *"menguntungkan’ itu ter-

l1.ihat Walt Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Lon-
don, Cambridge University Press, 1571).
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jadikarena berbagai-alasan. i Inggeris karena dia adalah modernisator per-
tama,tiada pacuaniuntuk-*’mengejar’’; tiada.?’Efek Demonstrasi: Interna:-
510113.}” antukimeningkatkan tuntutan akan partisipasiidan pembagian. Juga
tiada kebhinnekaan ‘etnis, geografis'maupun linguistik yang serius untulk me=:
rmtang: integrasinasionali:Dan mungkin bahkanlebih penting, di negam it
tiada 1deoiog1 kelas buruh atau egalitarianyvang kuai; untuk menjadi dasar-
bagi peramusan iuntutan-tuntutan rakyat, karena perkembangan Marmsme :
memyusul awal revoiusx mdustn sekn‘,ar ’75 tahun kemudlan T

Tambahan pu]a, pemerasan ekonom: negara—negara jagahannya yang 1 as-
mempg:r_mudah. proses.pengumpulan modal di Inggeris. Dan koloni-koloniitn
juga .memberikan suatu. klep -keamanan :politik vang penting: -emigrasi-
mengurangi tekanan penduduk atas sumber-sumber :daya nasional; dan
mereka . yang . tidak . puas. dengan. keadaan. -hidup di Inggeris biasanya
memutuskan uniuk menmggalkan negara begitu saja, bukan. untuk melan-_
carkan aksi-aksi polmk anti.rezim. : e g

Akhirnya di Inggeris waktu itu terdapat suaiu etik keagamaan/budéyé
vang kuat, Kalvinisme, yang lebih menggalakkan kesederhanaan hidup,
tabungan dan re—mvestas1 danpada konsurnm mewah atau pembenan hadlah_ 1

Jadi‘karena alasan-alasan itu, ketika tuntutan-tuntutan rakyat akan partl—
sipasi ‘dan- ‘pembagian’ akhirnya disuarakan menyusul per]uasan berangsur—
angsur hak-hak' plhh dan 'statns kewarganegaraan penuh, tugas-tugas esensial
identitas, Iegztumtas penetrasi dan pengumpulan modal teiah diselesaikan cu-
kup gauh ‘Waktu-itu telah berkembang suatu penerimaan umum hak rez;mf
untuk memerintal, ‘dan rezim fidak hanya mempunya1 kapasztas alokasi untuk
memenuhi tuntutan tuntutan rakyat melainkan juza mekanisme mstitusmna}'
untuk memproses dan’ menyaringnya. Selain itu telah muncul suatu konsensus‘
operastonal ‘mengenai aturan-aturan permainan poljtik maupun_
kebijaksanaan- kebuaksanaan dan orientasi-orientasi nasionai yang paimg
fundamental; dan secara 'demikian tuntutan-tuntutan akan partisipasi dan
pembagian sudah tidak begitu jauh Jangkauannya atau begatu ribut sehmggai
menggoncangkan dasar-dasar organisasi dan sikap negara. Atau, dalam kata-
kata Easton, “’lingkup persoalan’’ sudah dipersempit untuk mencegah secara“
efektif “’terlalu beratnya muatan s1stem” (systems overloaci) vang dapat txm»
bul dan ”terlalu banyak input”.’ an '

Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Caprmhsm {London, Unwin Umvermty'
Press, 1971). .

'Lxhat-mlsaﬁnya Barrington Moore, Social Origins of Dictatarship and Democracy; Hans
Kohn, The Idea of Nationalism; dan Veblen, Bendix, Tilly, Marshall, dan lain-lain,

INauid Bactan A Cocromme A mmaiucio o Dalitinmd T ifn it orsomn Inale @ Toe Tl T%mnstemde o 5F o
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«T'etapi di banyak-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, lingkungan se-
3arah lebihmempersulit -daripada mempermudah pelaksanaan tugas-tugas
rezim .yang ‘menentukan ‘ini dengan sukses. Pertama, rezim dihadapkan
dengan. keenarn: tantangan. sekaligus: identitas, legitimitas, penetrasi, .dan
pengumpulan modal jelas . belisn mantap ketlka rezim menghadapx serangan
tuntutan akan parhsxpasx dan pembagzan ey _ i

”Ident;tas” sebagal suatu perasaan subyektlf masyarakat nas;onai Semng-
sulit diciptakan karena adanya kebhinnekaan etnis, regional, keagamaan dan
linguistik yang' serius yang terdapat di banyak negara Dunia Ketiga vang baru
merdeka, khususnya merekd’ yang perb&tasannya digariskan secara serlena-
mena ‘oleh negara-negara ‘kolonial, Dan sebagai akibat kebhinnekaan int,
loyaluaa-!oyahtas primordmi rakyat biasanya terarah pada keterlkatan-
keterikatan sosial yang bersifat primordiat keliarga atau didasarkan secars
personalistis (seperti hubungan bapak-anak buah), bukan pada ’seperangkat’
ikatan sivik yang mencakup semuanya’ (Geertz}! atau pada *’seperangkat
abstrak dan umversal Eambang dan pranata polmk” {Jowitt).

Demlkianpun banyak rezim Duma Ketzga menghadap1 suatu tugas suht'
dalam menciptakan “legitimitas’ sejati, yaitu diterimanya hak rezim.untuk
memerintah oleh mereka yang diperintah. Dan seperti diisyaratkan lebih
dahuiu kesuhtan ini, kerap kali juga merupakan warisan jaman koloniat..
Karena d1 bawah pemerintahan kolonial seluruh persoalan legitimitas
d1bmgkas dalam konteks khusus hubungan—hubungam rezim-masyarakat yang
menyeluruh dermklan rupa sehingga negara biasanya bukan merupakan
kristalisasi msutusmnal ’alamiah’ norma-norma dan nilai-nilai sosial yang
ada seheiumnya, tetapi sebahknya merupakan suatu aparatur birokratis Pbu-,
atan” yang dibangun oleh suatu kekuasaan asing untuk memajukan kepen-
tmgan kepentmgan administratifnya sendiri. Oleh sebab itu dengan tibanya
kemerdekaan Jjarang terdapat suatu tradisi mantap loyalitas yvang didasarkan
secara instrumental atau efektif terhadap negara yang dapat digunakan rezim
post-kolonial baru dalam usahanya untuk merangsang pembangumnan na-
sional. Loyahtas vang didasarkan secara instrumental hampir tidak mungkin
dlcapal khususnya pada tahap- iahap awal pembangunan, karena sumber-
sumber daya rezim tidak cukup untuk *membeli”’ dukungan rakyat untuk
rezim lewat alokasi-alokasi pemerintah yang masif dan konstan. Dan tanpa
adanya tradisi loyalitas yang didasarkan secara efektif, juga tiada

“persediaan’ dukungan rakyat vang berakar dalam vang dapat dihimbau oleh
pemerintah untuk menolongnya mengatasi periode jangka pendek
ketidakpuasan; secara demikian kemunduran-kemunduran kecil dalam per-

B e ™ e B3 e
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bangunan dapat menjadi krisas besar yang mengancam stabzhtas selur h
sistem. AR i

5117 efeknf aparatur negara ke semua bxdang dan tmgkat negara_
bxasanya }uga lebih sulit bagi rezim-rezim Dunia Ketiga karena alasan-alasan -
yang dzsebutkan lebih- dahulu Artxnya, b1rokras1 kolonial yang mendahului -
garmga '-admmzstratzf rezim’ sekarang ind pertama»tama dimaksud untuk: kon-.
trol; “bukan: untuk pembangurian; ‘terdapat sangat sedikit tekanan’ untnk
mengadakan perubahan—pembahan di: tmgkat ‘desa: Lagi pula; suatu sistem:
mekanisme-mekanisme: institusional pehetrasi -vang jauh jangkauannya: danj‘
terkoordinasi, yang begitu penting untuk swatu kampanye pembangunan
menyehuruh yang berhasil, tidak begitu saja muncul secara otomatis setelah
kémerdekaan tiasional ‘diperoleh’ “Tetapi-harus ‘diciptakan oleh rezim’ lewat
pﬂzhan-pzhhan kebijaksanaan yarg seksama, sadar dan kerap kali sabar Dan
ditsuatu” negara seperti Indonesza penuh dengan masalah-masalah’ struktural
sepertit ;annganqarmgan pengangkutan dan * komunikasi yang~ kurang
meémadai tugas pembangunan pranata—pranata”, menciptakan penetrasr
rezimefektif ke semua bidang ‘dan’ tmgkaf. masyarakat bukan saja ]ﬁblh
I-compleks dan leblh suht tetapi }uga ie‘mh memntukan E Fisiy

”Pengumpula 2 modal” merupakan tug&s 1am lag1 dam Duma Ketiga yang
sangat dapersuht oieh faktor- faktor dengan dasar se;arah balk obyektlf
maupun subyeknf Berlainan dengan negara-negara yang cepat mengadakaj_
modermsam negaramegara Duma Ketiga dewasa ini tidak _dapat memp
mudah tugas ini dengan menar:k ‘modal dari koloni- kolom yang jauh, Selaln:
itu, syarat syarat perdag,angan mternaszonal ‘antara komodztl-komodlti dasar‘
dan’ barang—barang Jach, umumnya “lebih menguras clampada menyumbang__
pada sumber—sumber moda} dari kebanyakan rezim Dunia Ketiga. Lagi pula,
negara-negara baru ini kerap kali menghadapl tekanan tekanan penduduk_
yang ‘benar- benar sangat berat dan tanpa kiep keamanan ekstern dan hanyax'
dengan Jumlah terbatas tanah yang dapat diolah untuk gerakan~gerakan pen-
duduk intern. Masalah-masalah penduduk dan migrasi ini pada gilirannya’
kerap kali menjadi lebih parah akibat iradisi-tradisi budaya vang mendorong’
orang untuk mempunyai keluarga-keluarga besar dan tinggal dekat tempat
kelahirannya. Suatu masalah lain, yang disebutkan lebih dahulu, ialah bahwa
negara-negara Dunia Ketiga biasanya menderita akibat birokrasi vang terlalu
besar dan lamban, yang secara harfiah menghabiskan tabungan nasional lewat
gaji dan konsumsi mewah yang dirangsang korupsi, dan secara demikian
memperlambat lebih lanjut proses pengumpulan modal. Akhirnya pengum-
pulan modai juga. chnambat sistem nilai petam petani yang tradisional, vang.

Hohat Japlenn- 27 The Balitien] Trmlimatimme af Crerant e amed T om S Toe 3o oot 33§
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biasanya : merupakan: mayoritas: penduduk masyarakat-masyarakat “Dunig
Ketiga dan biasanya adalah aktor-aktor ekonomi yang “irasional’’. Misalnya
peningkatan jangka panjang potensi ckonomi kerap kali memerlukan penun-
daan-pemenuhan:kebutuhan, suatuigagasan yang bertolak belakang déngan
_ harapap-harapan dan:tingkah laku-ekonomi kebanyakan petani. Dan juga
merupakan suain Kebiasaan umum-bahwa kelebihan ekonomi di tingkat desa
digunakan untuk berbagai upacara keagamaan, perkawinan, pemakaman dan
lain-lain: untuk memenuhi- kewaiiban-kewajiban sosial tradisional dan mes
ningkatkan :statis sponsor upacara-upacara, biarpun strategi efektif pengum-f
pulan dana menuniut’ agar keleblhan iy d}hemat dan dltanarn kembah

- Diskusi di atas ini berusaha menunjukkan bahwa negara-negara vang lam-
bat melakukan pembangunan seperti Indonesia benar-benar bertindak dalam.
konteks sejarak yang sangat berlainan dengan negara-negara yang melakukan.
modernisasi.lebih dahulu, suaiu konteks sejarah yang lebih mempersulit
penunaian tugas-tugas pokok rezim-yang berhasil. Dansebagian besar sebagai
akibat ’Efek. Demonstrasi Internasional”’, tuntutan rakyat akan partisipasi
dan pembagian biasanya muncul secara ’prematur’’, vaitu sebelum rezim
mempunyai kemampuan-kemampuan (identitas, legitimitas, penetrasi dan
pengumpulan modal) untuk menangani tuntutan-iuniuian itu secara efektif.
Dalam termmologi Easton rezim Jad1 tidak mempunyaz kemampuan untuk,
membuat seimbang input dan output, dan “’lingkup isyu”’ begitu luas dan 3auh_
Jangkauannya sehmgga sistem mudah menjadi “terlalu dibebani”’ tuniutan-
tuntutan .yang tidak diproses dan menumpuk. Atau dirumuskan secara lain,
thtutamtunmtan bukan penjabat akan partisipasi dan pembaﬂlan jika
disuarakan secara efektif sedangkan befum dicapai 1dent1tas, ieg;tlmltas,'
penetram dan pengumpulan modal biasanya bukan saja memajaka sumber-
sumber daya_material rezim di luar kemampuan alokasinya, tetapi juga
merongrong dasar-dasar institusional seluruh negara. Dan dengan demikian
}ustru karena Indonesia befum menyelesaikan tugas identitas, iegxtlmxtas _
penetra51 dan pengumpnlan modal bahwa partisipasi massa dlhhat sebagai
gangguan bag: stabliitas

Linat misalnya A. Thomas Kirsch, " The Thai Buddhist Quest for Merit,”” datam John T.
Mcallister; Ir. ed., Southeast Asia: The Polirics of National Integration, hzl, 188-201; Manning
MNash, "Burmese Buddhism in Everyday Life,”” dalam Robert Tilman, ed., Man Siate and Society
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Penulis yang pahng berpenvaruh menﬂenaz soaz partisipasi dan stabzhtas dx
Duma Ketiga pastilah Samuel Huntington,! Menurut Hunt]ngton partisipasi .
yang terlaln banyak atall terlalu pagi sung%h»sungguh mengganggu stabilitas
dan berfungsinya negara Dunia Ketiga, artinya perluasan partisipasi harus -
ian-ditunda -sampai rezim mengembangkan cukup sumber: daya:‘j -
maier;al dai .-e-orgamsam untuk menjamin pem‘mnaan stabilitas dengan me-
mngkatnva partssxmsx “Jadi tugas rezim yanﬂ paling sering ditekankan oleh i
Huntingion adalsh pemtras: atan pembemukan prapata- prauata”
karena dia merasa bahwa suatu fakfor ‘kunci dalam memajukan stabilitas
negara-negara Dunia Ketiga adalazh penciptaan seperangkat mekanisme in- .
smusmnai_ bukan pertama- -tama untuk  menggalakkan atau menyaiurkan
tuniutan ""'umutan penduduk yaﬂg bam digerakkan secara sosial, tetaps un' k
imen efap iunm an ~tuntutan” it d 'n menguranffa aklbat—a!{xbat yang meng-
gangeu st’zb:htas Huntmgto;} marasa - juga bahwa penyerapan tuniutan-
tuntutan 1tu khususnya peﬂtmg pada taha;n tahap awal parkemban
ekonoml kctz%{a laju yang bez*beda»becia dari” penyesua:an awal dengan‘
opera31 operaSi pasaran yang modern dan besat-besaran oleh berbagal kelom:= .
pok daiam penduduk blasanva menmgkatkan ketldaksamaan ketldaksamaan:
ekonomi jangka pendek dan secara _ eimklan menmptakan po )
ketldakstablian I—Ianya bila suatu tangkat tertentu penaumpuian modai telah"
terlaksana, hanya ila pes‘kembangan ekonom mencapm tahap ”take off” .
hanva bila rezim akhlmya mempunya; kemampuan alokasi untuk memenuhxz
tuntutan-tuntutan akan pembagian hasil-hasil pembangunan ekonomi vang’
lebih. luas, partisipasi dapaL diperiuas fanpa mengancam stabilitas. negara
seiuruhnya

Masaiah denﬂan Jems pengamran polmk ”stabahtas pertama—tama” xaiah_
bahwa ind adaiah .suatn sistem yang sukar, dxterobos seperti diakui oleh Hun—_z
tingion sendiri. Dia kenyataannya sangat sensmf terhadap. dilemma kesinam-
bungan..dan perubahan vang inheren, pada .apa yang dzsebutnya “model.
teknokratls” pembangunan Dunia. Ketxga tetapx yang saya sebutkan sebagai

"negara:birokratis”’. Jadi dia.dan Nelson menyebutkan dilemma ind, cukup
tepat, sebagai suatu Plingkaran setan’’ hubungamhubungan antara variabel-
variabel mdependcn dan dependen:

"Lihat karyanya Political Ora’er and C}rangmg Soae!res (1968), dan karangan- karangannya.
*The Change to Change,” dalam Comparative Politics, April 1971, hal, 283-322, **Political
Developmens and Political Decay,” loc. cir., ""Social and Institutional Dynamics of ()ne«Party
Systems,'” dalam Husntington dan Moore, Authoritarian Politics in Modzrn Society, hal 3-47,
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Lingkaran: Setan Model Teknokratis®

Lebih Banyak Pembangunan
Ekonomi

Eebil Sedikit. Partisipasi Politilk i : . -~ Lebih Sedikit Persamazn
e e . : B E Sosto Ekonomi

“Ledakan Pariisipasi” - = 7.~

Lebih Sedikit Stabifiias Politik

Bahwa model ini dengan iepat menggambarkan negara birokratis In—_
done51a adalah jelas. Indonesia di bawzh Orde Baru memang menikmati per-
tumbuhan s0sig-gkonomi mcnyeiuruh yang relatif tinggi, dengan GDP nyata
yaag memncrkat rata-rata. 7,6% setabuﬂ 2 Tetapi seperti diisyaratkan oleh
Huntmgion dalam anahsanya mengenai tahap-tabap awal perkembangan
ekonormi, pertumbuhan itu sejauh ini tidak menghasilkan persamaan
ekonom1 Kenyataannya 409 bagian paling bawah penduduk Indonesia
menerima kurang dari 20% seluruh pendapatan nasional.” Dan seperti
dnsyaratkan oleh Huntmgton lebih lanjut ketidaksamaazn ini biarpun pastl'
memberikan dasar obyektif penting bagi ketidakstabilan potensial, tidak mesti
menczpmkan keudakstabiian selama partisipasi politik dipertahankan pada
nn_gkat rendah, seperti benar-benar terjadi di Indonesia, '

* 'Adalah benar bahwa di suatu negara seperti Indonesia partisipasi tidak
akan mengalir begiiu saja secara spontan segera setelah pemeriniah *'menying-
kir"” dan membiarkan bukan pejabat untuk menyuarakan secara in-
dependen’ kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan mereka dari luar
aparatur negara. Seperti kami terangkan panjang lebar, terdapat variabel-
variabel historis, budaya, geografis dan sikap vang penting yang biasanya
memperkuat hakikat non partisipatoris negara birokratis maupun
mengungkapkannya {bapak-anak buah-isme, buta huruf, dan kebhinnekazan
primordial hanya beberapa di antara faktor-faktor itw). Tetapi adalah juga
benar bahwa pemerintah Indonesia tidek menyingkir. De fakto, dia justru
melakukan kebalikannya. Lebih baik atau lebih buruk, partisipasi massa
efektif dalam politik Indonesia secara sengaja dan konsisten dibatasi oleh
pemerintah untuk mempertahankan stabilitas negara.

i1~Iumi_slgton dan Melsosn. op. cit., hal. 24,
2 Ali Moertono. op. oit.. hal. 24
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Teiap1 untuk- menggenapkan “lingkaran setan’’ Huntington, dlagram dtu-
juga mengisyaratkan suatu pembenaran tambshan untuk mempertahankan
partisipasi:politik pada tingkat rendah ini. Rezim Indonesia sekarang ini telah'_ -
berjanji -akan mencapai laju tinggi perkembangan: ekonomi sejak berkuasa_.
menyusul:politik-ekonomi Sockarno yang-merupakan suatu bencana mutlak:
Dan:oleh sebab’laju tinggi pertumbuhan: ini. keraprkali menuntut penundaanf_.
gratn&kam ekonom1 “partisipasi- . dibatasi- sebagian - sebagai ‘usaha untuk-
menguranﬂl ‘tuntutan-tuntutan:akan pembagian yang, jika dipenuhi, dap
merintangizproses pengumpulan modal, re-mvestam dan maksimisasi }angka
pamang poten51 ekonomi sekarang ini, 0 cnidnn : ; :

: Suaiu faktor iam lagl yang mendasan tzadanya anwsxasme pada pemerin-
tah Indonesxa untuk. partisipasi politik massa ialah perasaan pervasif bahwa_
konfhk polmk dan 1cieolog1 karena pada haklkatnya memecah-belah, tldak_
mungk;n membezlkan sumbangan konstruktif bagi kesejahteraan negara
Perasaan ini bersumber pada sejarah dan dxpengaruhl kebudayaan. Secara
hzstons &eudakbecusan parlemen . dalam periode . Demokrasi Liberal,
periarungan pertarungan 1deoiog1 sengit selama Demoi«:ras;i Terplmpm '
bahkan kompleksnya sistem sembilan- partai pada awal 1970-an, semuanya
mengurangi keinginan Indonesm untuk membiarkan persaingan politik . dan
ideologi :dan keizdakpasnan lebih lanjut. Dan oleh sebab Orde Baru menem-
patkan tekanan primer atas pembangunan ekonomi dan segi-gegi Iam
"ketahanan nzzsmnal” konflik politik kerap kah dilihat sebagal pengahhan
energi dan sumber-sumber daya nasional dari tugas- tugas yang lebih menen-
tukan itu.

Perasaan bahwa ’ideologi’’ harus tunduk pada *’program’® dalam poht;k
Indonesia ini sudah barang tentu menunjang kemenangan Golkar pada tahun
197 maupun 1977; dan juga mengijinkan Golkar tampak 2’di atas perebutan®’
politik:: partal yang ‘picik dan.‘memecah- belah.: Dengan demikian® Golkar
disebut-oleh pemerintah ‘sebagai suatu “pengelompokan fungsional’; untuk
membedakannya dari ”partaz~partai palmk” PPP cian PDI, yang tetap 1eb1h

"ideclogis’’: fokusnya L a5 :

N11a1 mlaa budaya 3uga memamkan peranan pentsng ciaiarn menunjang
perasaan pohtlk vang anti ideologi dan anti konflik itu. Khususnya dalam
masyara%{at Jawa tradzsmnal ciri-giri seperti harmom ketenangan
hehalusan hormat terhaciap atasan ioyahtas personalistis kesopaﬁan ‘
pelaksanaan upacara, ketidaklangsungan };ehhalan dan  lain-lain dilihat
sebagai nilai- nilai positif selama berabad- abad dan nitai-nilai itu tetap mem-
plunyai pengaruh besar dalam politik Indonesxa Bapak anak buah-isme, baik

Hibid., hal, 34,
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sebagai dasar: komunikasi sosial maupun sebagai suatu faktor menentukan
dalam meneniukan pola-pola akiual keanggotaan institusional dan lovalitas;
sudaly.barang tentu -hasii politik- yang paling jauh jangkauaunya dan paling
penting dari -perangkat nilai-nilai budaya ini seperti dibicarakan paniang
. lebar.:Tetapi:juga. terdapat manifestasi-manifestasi politik lain yang penting:
tiadanya kritik langsung. terhadap anggota elit pemerintah tertentu; keeng:
ganan pegawai masing-masing untuk menyampaikan “berita buruk® kepada
atasan, dan secaraz demikian menjauhkan organisasi dari umpan balik dari
luaryskeinginan- untuk menciptakan semu- perseiujuan biarpun persetujuan
substantif dan secara demikian juga efektivitas operasional tidak dicapai;
tiadanya dialog vang terus terang dan terbuka mengenai alternatif-alternatif
dan “ramifikasi-ramifikasi kebijaksanaan; keunggulan pribadi-pribadi atas
kepentingan-kepentingan organisasi; penerimaan pasif keterangan-keterangan
pémérintah' dan berlakunya dogma pada umumnya; usaha mencari konsensus,
bukan menerima perbedaan-perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang sehat
dan alamiah; dan anggapan bahwa kemajuian tidak dihasilkan konflik tetapi
persetujuan. Semua tendensi politik yang menentukan ini secara langsung
berkaitan dengan berlangsungnya nilai-nilai budaya tertentu yang jelas dalam
maiSy'arakat Indonesia, Soalnya bukanlah bahwa nilai-nilai budaya itu sendiri
sedikit ' *’saiah’’, tetapi biasanya memajukan suatu “ethos” menyeluruh
tertentu, vang menentang diterimanya dan dilembagakannya konflik politik
dan ideologi, dan dengan demikian juge menentang dibentuknya sistemn
politik partisipasi sejati di Indonesia.

KESIMPULAN

‘Seperti kita Hhat, memang sulit ke luar dari “lingkaran setan’ sistem
negara birokratis. Hal ini mungkin secara khusus berlaku bagi Indonesia, di
mana pemerintah dengan sengaja melaksanakan i{ebuaksanaan—kebljaksana-
an yang dimaksud untuk memelihara stabilitas secara yang merugikan par-
tisipasi. Jadi paling tidak untuk wakiu sekarang sebagian terbesar penduduk
Indonesia harus dengan sabar menantikan keputusan-keputusan mendatang
rezim untuk memperiuas status keanggotaan politik yang efektif dan kekua-
saan sejati untuk mengambil keputusan dan mempengaruhi keputusan di luar
batas-batas sempit kalangan elit sekarang ini, Dan kenyataannya rezim secara
‘berkala mengatakan bahwa partisipasi akaern diperluas secara berangsur-angsur
tetapi mantap bila pemilih menunjukkan "kematangan’ yang meningkat.
»*Sepuluh tahun lagi’” adalah perkiraan umum pemerintah untuk wakiu yang
rdipertukan agar proses pematangan sosial dan politik ini*! terjadi.
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-+ Demikianpun rezim sering menunda-perluasan partisipasi politik sambil

%erusana iebih dahulu untuk menunaikan tugas-legitimitas’?, Asumsmya o

1alah bahwa partisipasi dapat diperluas tanpa mengancam kestabilan nasional

kaisu dan.hanya kalau “’hak uniuk memeriniah’? pemerintah telah: berakar :

Sergra’ Er‘wt dalam. persepsi subyektif penduduok. Jadi ungkapan perasaan

- loyahtas rakyat kepada negara dan suatu konsensus vang berfungsi mengenai

- asag- asas polmk bangsa. vang paling dasar chhhat oleh rezu‘n svbagax prasyarat

kebuaksanaap nasjonal, bagaimana dapat dicapai loyalitas rakyat dan peneri-
mazan hak’ pemermtah untuk memerintah? Atas dasar apa legitimitas dapat
dzteguhkan jika tiada’ keterlibatan -~ massa efektif ‘dalam pengambllaﬁ

kepu;usan pohtak‘? Seperti dnsyaratkan pertanyaan-pertanyaan ini, adalah
sangat mungkm untuk mengemukakan sebahi«cnya bahwa sebenarnya adalah

partisipasi’ yang mei upakan prasyarat yang periu bag: !engzm:ms, bukan
sebahknya

Jelas ada bahaya bahwa dengan memberikan kepada partisipasi hanya
suatu peranan ”pengs;cut” dalam proses menyeluruh perkembangan politik
dan ekonomi, kita mungkm menghukumnya untuk tidak muncul selamanya.
Dalam usaha kita untuk memelihara kestabilan, kita mungkin’ akan menanii
begity lama’ n‘unculnya ”prasyarat-prasyarat” partlslpasx tersebut, sehmgga
kita® melupakan part151pa51 sama sekali sebagai suatu tujuan Atau sebagai
alternatif, jika pemeriniah terlalu lama tidak ‘memperluas pdrt;mpas; poi:t:k
dalam “saluran-saluran institusional yang dapat dikelola, warga

negara mungkin ‘mesnjadi jemun menanti. Mereka mungkin akan mem_utuskan:
bahwa rezim memandang pariisipasi sebagai suatu kemewahan vang tidak

dibuiubkan rakyat, rakyat menganggap stabilitas sebagai suatu kemewahan

yang tidak pertu bagi rezim. Dengan demikizn ”ledakan paﬂISlp&Sl” seolah-
olah t;dur 'di bawah permukaan negara birokratis seperti seekor beruang_
dalam txdur musim dmgm, dan rezzm akhu'nya akan E{ehablsan dalih untuk_:

menunda mHSlﬁ‘i S-..Hll LCI’LIS menerus

i{’emunokman"’ledakan partxsxpasz” serupa 1tu jelas ada di Indonessa_

dewasa ini sepertx disadari oleh pernermtah dengan baik. Dengan demikian

masya,;ai\at Indonesia kerap kali” disebut oleh rezim Orde Baru sebagali,

”ﬂoatmg mass” artinya dia kini tidur dan tanpa orgamsasx tetapi dapat men-
jadi sangat {Jemahaya Oleh sebab itn mayoritas. rakyat Indonesia harus
dilarang memasuki dunia politik vang efektif. Karena rezim takut bahwa
perluasan status keanggotaan politik yang luas dan cepat dan perluasan hak-

T ik periua.san pamszpasa -Tetapi - penaiaran serupa ini dapat_ -
meiakukan kesaiahan ‘memasang gerobak i depan kuda Kdrena apabﬂa tidda
partisipasi rakyat dalam pemilihan’ pemimpin-pemimpin dan kebuaksanaan-
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hak: sejati untuk mengambil keputusan dan mempengaruhi keputusan ‘pada
rakyat:banyak; tidak hanva akan menghasilkan disvarakannya secara
prematur. tuntutan-tuntutan alokasi yang dapat mengpangsu stabilitac dan
fungsi-negara, tetapi juga snatu ethos partisipasi menyeluruh yang ‘akan
merongrong ‘dasar-dasar ontologis, orgamsas; dan tingkah lakn fu"ldamema}
negara ‘birokratis sama sekali, : SR

/ Kenyataannya gagasan ”kematangan” nasmnal ini tak lam ialah cara lam
untuk menyebut}can Argumen ”peﬁjadwalan dan pengurutan” vang. dmraxkan
lebih dahulu Jadi partisipasi hanya akan diperluas bila dapat dilakukan @aﬁpa
mengganggu stabilitas nasional; artinya, hanya seielzh prasyarat- pragyarat
esensial tertentu dipenuhi. Tetapi prasyarat-prasyarat ini, khususnya ”Heguy
mitas” dan Ppengumpulan modal”’ tidak secara otomatis dihasiikan dengan
waktu, Sepem jelas ditunjulkkan oleh pengalaman banyak negara Dunia Keti-
£a, tlada jaminan bahwa laju tinggi pertumbuhan ekonomi akan menghasﬂm
kan suatu tingkat “pengumpulan modal’’ yvang cukup untuk meyakmkan pe-
merintah bahwa dia sekarang dapat memenubi meningkatnya tuntuian-
tuntutan pembagian yang pasti akan dihasilkan pertuasan partisipasi poliiik.

Untuk menghmdan ketxdakstabllam ”terlaiu banyaknya beban sxsi’em
rezim harus berusaha membuat seimbang input dan outpui. Jadi dia udak
dapat membiarkan penyuaraan tuntutan-tuntuian vang tidak dapat
dipenuhinya karena kekurangan sumber-sumber daya material. Tetapi
bahayanya ialah bahwa suatu tekanan rezim yang terlalu besar aias ”stabiiitas
dengan segala biaya’ akan menghasilkan suatu situasi di mana perlaasan par-
tisipasi politik ditangguhkan untuk selemanya, dengan alasan bahwa pengum-
pulan modal “belum” mencapail tingkat di mana rezim dapal memprosss
secara efektif tuntutan-tuntutan alokasi yang meningkat.

Kenyataannya mungkin kekuatiran rezim itu dapat dibenarkan. Part;szpasx
politik massa yang efektif biasanya memang merongrong berbagai faktor
obyektif dan subyektif yang menopang negara birokratis dan membatasi
hakikatnya (apakah bapak-anak buah-i -isme, konsepsi kekuasaan traclisional,
tiadanya debat ideologi dan lain-lain). Tetapi mungkin juga benar bahwa
rezim mempunyai sedikit pilihan dalam hal itu karena negara birokratis
mungkin tidak dapat dipertahankan dalam bentuknya sekarang ini tidak per-
duli keinginan dan- kebuaksanaan»kebuaksanaan rezim, >’ Akibat Demonstrasi
Internasional’’ dan mobilisasi sosial orang-orang yang secara tradisional pasif
menjadi aktor-aktor sejarah yang sadar sebagai akibat ber bagai proses moder-
nisasi yang berjalan,? menjamin bahwa perluasan partisipasi politik akhirnya

'1.ihat misalnya Inkeles dan Smith, Becoming Modern, Daniel Lerner, The Pagsing of Tradi-
tional SOCIE‘E‘_}', dan sudah barane tentu Karl Deuteel PQacial AAnhelionitme  amd Tredist ol
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gt .iaerluasan ini yaltu ap ;
muncuinya pamszpam ini akan ierg&dx dalam sistem {(dan secara de“mkzan L

menuniang loyalitas rakyat dan diterimanya aturan-aturan percaturan pohtzk”-- L
oleh rakyat) atau di fuar sistem (dan secara demikian kemungkinan besar

meiawan s;stem sa"na se%:ah

Bagi o jawabannya tidaklah terletak dalam melawan setiap dan segala
usaha rakyat untuk meningkatkan partisipasi, karena kebijaksanaan serupa
itu hanya akan menjamin bahwa jika partisipasi meluas, seperti pasti akan ter- )
jadi, dia akan melakukannya dalam suatn ledakan kekerasan yang mungkin
akan menghancurkan semua keunfungan vang dicapai selama bertahun-tahun
pimpinan Orde Baru. Akhirnya kelaugsungan rezim bergantung pada kemam-
puannya dan kesedizannya untuk membangun seperangkat pranata partisipasi
umuk memenuhl meningkatkan tuntutan-tuntuian rakyat akan partisipasi dan
. Stabilitas jangka pendek mungkin akan mengalami kemunduran
a "'bxia bukan-péjabat bargera}q memasukz dunia polmk yang, efe%{ zf
) 'am'a kali dan mul M . kepem;ngan-kepentmgan 1deal
dan matenal mere&a, dan reznm memang harus melepaskan beberapa sxfat

negar’a b}rokratxs”nya Tetapz cepat dibemuknya dan d}periuaanya pranata-
pranata part151pa51 yang . berarii, rupanya adalah satu- satunya 3a1an untuk
mengamaﬁkan t; _bﬂ;taa Jangka pan}ang negara indonas:a






